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ABSTRAK

Pencatatan perkawinan menjadi salah satu syarat dalam hukum
perkawinan nasional yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan (UUP). Pencatatan maupun pembuatan akta perkawinan
menjadi suatu kewajiban dalam peraturan yang ada di Indonesia, namun dalam
praktikya pencatatan perkawinan ini menimbulkan ambiguitas. Kewajiban
pencatatan dan pembuatan akta perkawinan ini dianggap sebagai kewajiaban
administratif bukan penentu sahnya perkawinan yang dilakukan. Meskipun
perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sah menurut agama karena telah
memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, namun perkawinan yang tidak
dicatatkan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, yang menyebabkan suami
istri serta anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum.

Dengan segala akibat hukumnya, nyatanya tidak membuat seseorang
berfikir panjang untuk tidak melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan atau
yang biasa disebut sebagai nikah siri (nikah dibawah tangan), terbukti dengan
masih adanya pengajuan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama (PA). Di Kota
Yogyakarta sendiri sepanjang tahun 2016-2018 terdapat 13 pengajuan perkara
isbat nikah yang masuk ke Pengadialan Agama Yogyakarta. Perkara yang masuk
merupakan pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UUP dan sesudah
berlakunya UUP, adanya isbat nikah menjadi solusi yang diberikan Negara agar
memperoleh kepastian hukum. Namun dikabulkannya perkawinan yang dilakukan
setelah berlakuknya UUP apakah menjadi sebuah solusi, atau malah menjadi
sebab terjadinya pernikahan siri secara massif?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field reasearch) yaitu
dilakukan dengan cara menggali data secara langsung dilapangan untuk
mendapatkan data primer. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitik, yakni
mendeskripsikan apa adanya hasil yang didapat dari penelitian dilapangan yakni
hasil wawancara. Bahan primer dari penelitian ini berupa hasil interview
(wawancara) penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, serta
observasi dan analisis terhadap hasil putusan perkara isbat nikah.

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan perkara isbat nikah
yang dikabulkan oleh hakim adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan
syarat perkawinan serta perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UUP.
Sedangkan untuk perkara isbat nikah yang dilakukan setelah berlakunya UUP
dapat dikabulkan oleh sebab alasan perceraian dan memenuhi pasal 7 KHI huruf
(e) selain itu sebagai wujud keadilan subtantif, Hakim dapat berijtihad diluar
ketentuan prosedural demi terciptanya kemaslahatan bagi kepentingan pencatatan
anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan/ nikah siri.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Nikah Siri, Isbat Nikah, Ijtihad



ABSTRACT

Marriage registration is one of the requirements in a national marriage law based
on Law No. 1 of 1974 concerning marriage (UUP). Recording and making a
marriage certificate is an obligation in the regulations in Indonesia, but in
practice the recording of marriage creates ambiguity. The obligation to record
and make this marriage certificate is considered an administrative authority not a
determinant of the validity of the marriage performed. Although unregistered
marriages are considered valid according to religion because they fulfill the
pillars and the conditions specified, the unregistered marriage does not have legal
force, which causes the husband and wife and children born to not get legal
protection.

With all the legal consequences, in fact it does not make a person think long not to
conduct unregistered marriages or commonly referred to as siri marriage (under-
marriage marriage), as evidenced by the existence of marriage isbat filings in the
Religious Court (PA). In the city of Yogyakarta itself throughout 2016-2018 there
were 13 marriage Islamic filings that entered the Yogyakarta Religious Studies.
Cases that enter are marriages carried out before the entry into force of UUP and
after the entry into force of UUP, the existence of marriage is a solution provided
by the State in order to obtain legal certainty. But is the marriage granted after
the completion of the UUP whether it becomes a solution, or even becomes the
cause of massive siri marriage ?.

This research is a type of field research that is carried out by digging data
directly in the field to obtain primary data. This study is also descriptive analytic,
which describes the results obtained from research in the field, namely the results
of interviews. The primary material of this study is the result of an interview
(interview) with the Judge of the Yogyakarta Religious Court, as well as
observations and analysis of the results of the marriage decision.

The results of the study show that overall marriage marriage cases granted by the
judge are marriages that have fulfilled the pillars and marital and marital
conditions that were carried out prior to the entry into force of the UUP. Whereas
for marriage isbat cases conducted after the entry into force of UUP can be
granted for reasons of divorce and fulfillment of article 7 KHI letter (e) other than
as a form of substantive justice, Judges can ijtihad beyond procedural provisions
in order to create benefit for the recording of children born from marriage under
hand / marriage siri.

Keywords: Marriage Registration, Marriage of Siri, Isbat Marriage, ljtihad
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dibawah tangan atau yang biasa disebut dengan nikah siri
menjadi fenomena yang masih bayak dilakukan masyarakat Indonesia, bahkan
dibeberapa daerah nikah siri menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Media
masa sering mengungkap kasus seperti ini baik secara terselubung maupun
terbuka, dalam banyak pilihan praktik perkawinan dibawah tangan masih
dianggap lebih baik dari pada praktik “perzinahan”, bedanya mereka yang
melakukan perkawinan dibawah tangan lazimnya dilakukan oleh mereka yang
sesungguhnya secara materil mampu melaksanakan perkawinan secara wajar,
artinya mereka yang tergolong masyarakat mampu dan umumnya justru dari
kalangan terpelajar (intelek) yang memahami masalah hukum.® Dr. Quraish
Shihab dalam tulisanya pada Harian Republika mengemukakan bahwa
perkawinan baru sah bila memenuhi sekian syarat, diantaranya adalah terdapat
dua orang saksi dan wali. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa perkawinan siri
atau perkawinan rahasia tidak direstui oleh agama, dan tidak juga dibenarkan oleh
undang-undang Perkawinan Negara kita disamping persyaratan tersebut, Nabi
Muhammad SAW menganjurkan bahwa suatu pernikahan hendaknya disertai
dengan walimatul ‘ursy (pesta), walaupun hanya dengan mengundang sekian

orang. Sebagai bentuk mensyukuri pernikahan dan menghindari kerahasiaan yang

! Wannimaq Habsul, Perkawinan Terselubung: di Antara Berbagai Pandangan, (Jakarta:
Golden Terayon Press, 1994), him. 8.



dapat menimbulkan kerancuan status pasangan serta anak yang akan dilahirkan,

kerahasiaan juga dapat mengurangi penghormatan dan kesucian rumah tangga.

Melalui penyebar luasan berita perkawinan sepasang suami istri, maka
masing-masing akan memperhatikan dan memelihara pasangan agar tidak
terjerumus dalam hal-hal negatif, minimal dimata mereka yang telah mengetahui
perkawinan itu, karena masing-masing telah membawa nama pasangannya (A
adalah istri B, dan B adalah suami A) memang “kerahasiaan terbatas” terhadap
dua tiga orang dapat ditolelir, selama tidak disyaratkan terhadap para saksi dan

orang lain yang ikut menghadiri perkwinan itu, untuk ikut merahasiakannya.?

Sebenarnya tidak ada nikah siri dalam perspektif Islam, karena semua
perbuatan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya dimata Islam itu
adalah sah, yang menimbulkan kata dalam nikah siri dalam perspektif Islam lebih
kepada untuk membandingkan dengan kata nikah siri dalam perspektif undang-
undang. Agama Islam memperhatikan rukun dan syarat, sepanjang rukun serta
syarat itu terpenuhi itu sudah sah berdasarkan agama Islam.® Sedangkan dalam
perspektif undang-undang sendiri yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah
dibawah tangan, yaitu nikah yang dilakukan tanpa mengindahkan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) dimana tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) ini mempunyai arti
bahwa orang yang hendak menikah hendaknya memberitahukan kepada Negara.

Dari ketentuan peraturan tersebut dapat diketahui bahwa Negara melarang suatu

2 Ibid., him. 23.

® Umar Haris Sanjaya, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media
Yogyakarta, 2017), him. 165.



perkawinan yang tanpa adanya pelibatan Negara yang berwenang. Oleh karena itu
pernikahan dibawah tangan tidak mempunyai akibat hukum, yang mana ketika
salah satu pihak yang dirugikan baik suami atau istri dikemudian hari tidak bisa
mendapatkan perlindungan hukum dari Negara, maka ada pihak yang kedepannya

berpotensi menjadi korban.*

Pangkal dari timbulnya masalah nikah siri ini karena adanya dualisme
tafsir dalam norma yang ada pada Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan.” Penafsiran pertama memberikan pendapat bahwa pasal 2 itu
mempunyai arti terpisah antara ayat (1) dan ayat (2). Artinya perkawinan itu
sudah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya. Sedangkan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur ayat (2)
itu merupakan syarat administratif. Penafsiran yang kedua adalah pendapat bahwa
pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) itu merupakan satu kesatuan dalam menjadikan
sahnya sebuah perkawinan. Sehingga penafsiran yang kedua ini yang pada
prinsipnya sesuai dengan tujun dilangsungkannya perkawinan. Terlepas dari
dualisme penafsiran diatas, solusi terhadap masyarakat yang belum melakukan
pencatatan perkawinan adalah dengan melakukan isbat nikah di Pengadilan
Agama. Isbat nikah dilakukan bila perkawinan yang sudah terjadi memenubhi
rukun dan syarat hanya saja belum dicatatkan sesuai peraturan perundang-

undangan. Dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ayat (1) Perkawinan

* Ibid., him. 167.

® Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:
Perbandingan Figih dan Hukum Positif, (Yogyakarta: Teras, 2011), him.46.



hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat
Nikah, pada ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta

Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.®

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan
menyelesaikan perkara dalam bidang perdata, baik perkara voluntair maupun
kontensius. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya merupakan
permohonan dan tidak terdapat sengketa didalamnya, sehingga tidak ada lawan.
Produk perkara voluntair berupa penetapan. Sedangkan perkara kontensius adalah
perkara gugatan atau permohonan yang didalamnya mengandung sengketa antara
para pihak.” Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan mempunyai
peranan yang sangat penting dalam mengambil keputusan dalam mengabulkan

ataupun menolak suatu perkara.

Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta sendiri, sepanjang tahun 2013-
2014 ada 13 perkara isbat nikah akan tetapi hanya lima perkara isbat nikah yang
dikabulkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Nuril Farida Maratus ini
menunjukkan bahwa perkara isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim perkara
yang memenuhi syarat dan rukun nikah serta dilaksanakan sebelum berlakunya
Undang-undang Perkawinan (UUP), sedangkan perkawinan yang dilaksanakan

setelah berlakunya UUP tidak bisa dikabulkan karena dikhawatirkan pernikahan

¢ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1) dan (2)

" Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2011), him. 41.



siri akan tumbuh secara massif apabila isbat nikah terhadap perkawinan yang

dilakukan setelah UUP dikabulkan.?

Sepanjang 2016-2018 sendiri terdapat 13 kasus permohonan pengesahan
perkawinan (isbat nikah). Hasil penelitian yang penulis lakukan melalui laman
SIPP PA Kota Yogyakarta menunjukkan setidaknya 3 kasus dikabulkan dengan
waktu pelaksanaan perkawinan setelah berlakunya UUP, dan kasus lainnya yang
sebelum berlakunya UUP.° Ini bertolak belakang dari hasil penelitian yang
dilakukan Nuril Farida Maratus yang menyatakan perkawinan yang
dilangsungkan setelah berlakunya UUP tidak bisa dikabulkan karena
dikhawatirkan pernikahan siri akan tumbuh secara massif. Perkawinan yang tidak
dicatatkan berakibat tidak diperolehnya perlindungan hukum yang diberikan oleh
negara meskipun perkawinan dipandang sah karena dilakukan sesuai ketentuan
masing-masing agama dan kepercayaannya. Tatkala salah satu pihak yang terikat
perkawinan melakukan tindakan wanprestasi maka pihak yang merasa dirugikan
akan kesulitan mengajukan gugatan karena Kketiadaan akta autentik untuk

membuktikan adanya ikatan perkawinan.

Dengan masih cukup banyaknya kasus yang masuk di Pengadilan Agama
Kota Yoyakarta terkait Isbat nikah ditengah modernisasi masyarakat, dan adanya

perbedaan hasil penelitian di tahun 2013-2014 dengan 2016-2019 berdasarkan

® Nuril Farida Maratus, “ Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama
Yogyakarta Periode 2013-2014,” Tesis, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syari’ah
dan Hukum, Program Studi Hukum Islam, Yogyakarta: 2015.

° «“Gjstem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Yogyakarta”, http://sipp.pa-
yogyakarta.net/list_perkara/type/LytJQ1AXWnpHWXgrNFpZR2VjOUJubFJWR3hEUTkwY21EU
GIFalFIcTNDQ3F2¢c2YVN1hXMHZHcFNXZHhvNXRjUIBhRKNNZzVOOHRrv3ZwWd3VEUDU
2S1E9PQ==f#fpage-3, akses 7 Januari 2019.



http://sipp.pa-yogyakarta.net/list_perkara/type/LytJQ1AxWnpHWXgrNFpZR2VjOUJubFJwR3hEUTkwY21EUGlFalFlcTNDQ3F2c2YvN1hXMHZHcFNXZHhvNXRjUlBhRkNNZzVOOHRrV3ZWd3VEUDU2S1E9PQ==#page-3
http://sipp.pa-yogyakarta.net/list_perkara/type/LytJQ1AxWnpHWXgrNFpZR2VjOUJubFJwR3hEUTkwY21EUGlFalFlcTNDQ3F2c2YvN1hXMHZHcFNXZHhvNXRjUlBhRkNNZzVOOHRrV3ZWd3VEUDU2S1E9PQ==#page-3
http://sipp.pa-yogyakarta.net/list_perkara/type/LytJQ1AxWnpHWXgrNFpZR2VjOUJubFJwR3hEUTkwY21EUGlFalFlcTNDQ3F2c2YvN1hXMHZHcFNXZHhvNXRjUlBhRkNNZzVOOHRrV3ZWd3VEUDU2S1E9PQ==#page-3
http://sipp.pa-yogyakarta.net/list_perkara/type/LytJQ1AxWnpHWXgrNFpZR2VjOUJubFJwR3hEUTkwY21EUGlFalFlcTNDQ3F2c2YvN1hXMHZHcFNXZHhvNXRjUlBhRkNNZzVOOHRrV3ZWd3VEUDU2S1E9PQ==#page-3

hasil putusan beberapa kasus menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti melihat
sudut pandang hukum, dan peran hakim dalam memberikan pertimbangan
maupun putusan. Berdasarkan fenomena di atas penyusun akan melakukan kajian
dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Isbat Nikah di

Pengadilan Agama Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, serta untuk memperjelas arah

pembahasan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam perkara isbat nikah
di Pengadilan Agama Y ogyakarta?
2. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan

atau menolak suatu perkara isbat nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim dalam perkara
ishat nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.
b. Untuk  mengetahui  serta  memahami, bagaimana  hakim
mempertimbangkan dan menyikapi dalam mengabulkan ataupun
menolak permohonan isbat nikah dibeberapa kasus.

2. Kegunaan penelitian ini adalah:



a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada
masyarakat pada umumnya tentang status hukum nikah sirri baik
dalam hukum Islam maupun nasional.

b. Menambah khazanah keilmuan terkait dengan persoalan isbat nikah.

c. Secara ilmiah, penelitian ini diarapkan bermanfaat kepada pemerintah
dan pihak legislatif dalam memperbarui dan memperbaiki celah dalam
dasar hukum dan peraturan-peraturan perkara ishat nikah.

D. Telaah pustaka

Pembahasan terkait isbat nikah bukanlah persoalan baru, penelitian tentang
isbat nikah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Kajian yang pernah membahas
permasalahan isbat nikah dijadikan sebagai rujukan telaah pustaka dalam
penelitian ini. Tentu dalam beberapa kajian penelitian terdapat celah atau
kekurangan maka dari itu diharapkan bisa melengkapi kekurangan untuk
penelitian selanjutnya. Adapun telaah pustaka yang berkaitan dengan isbat nikah
yang ditemukan dari beberapa karya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ayu

Ambar Wati,*™® Miftah Nurul Haji,"* Nuril farida Maratus,*> Ramdani Fahyudin,*®

' Ayu Ambar Wati, “ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan
Ishbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari,” Skripsi, Universitas islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Al-Akhwal Asy Syakhsiyyah,
Yogyakarta: 2015.

! Miftahul Nurul Haji,” Tinjauan Hukum Islam dan hukum Positif Tentang Isbta Nikah
di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016,”
Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan hukum,
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah,Yogyakarta: 2017.

2 Nuril Farida Maratus, “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama
Yogyakarta Periode 2013-2014,” tesis, Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga Yogyakarta,
Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Magister Hukum Islam, Yogyakarta: 2015.



Merita Selvina,** dan M Fajrul Falah.'® Penelian yang dilakukan oleh Nuril Farida
Maratus, M Fajrul Falah merupakan penelitian kepustakaan ( Library Research)
fokus bahasan kepada alasan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan isbat
nikah dan bagaimana proses penetapan isbat nikah terhadap perkara kontensius
dalam perspektif hukum Islam. Dalam karyanya diungkapkan pentingnya isbat
nikah karena merupakan proses pengesahan perkawinan yang sebelumnya belum
didaftarkan ke pengawai pencatatan nikah, dalam hal ini hakim mempunyai peran
penting dalam memberikan keputusan dalam mengabulkan atau menolak perkara
isbat nikah.untuk perkara isbat nikah kontensius yang membedakan hanyalah
proses persidangan dalam perkara isbat nikah terebut, dimana dalam perkara isbat
nikah kontensius menjadikan ahli waris sebagai pihak terlawan atau tergugat.
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nuril Farida Maratus, dan M Fajrul
Falah, peneliti lainnya seperti: Ayu Ambar Wati, Miftahul Nurul Haji, Ramdani
Fahyudin, dan Merita Selvina dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (

Field Research).

Diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh  Ayu Ambar Wati

tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan isbat nikah

"> Ramdani Fahyudin, “Isbat Nikah Sebagai Upaya Menjamin Hak Anak, Suami, dan Istri
(Studi Terhadap Perkara di Pengadilan Agama Sintang Tahun 2008), ”” skripsi, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal As-
Syakhsiyyah, Yogyakarta: 2010.

* Merita Selvina, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan
Seatan Tentang Isbat Nikah Bagi Pernikahan Siri di Bawah Umur (Tahun 2015),” skripsi,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program
Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah, Yogyakarta: 2016

M Fajrul Falah, “Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara Kontensius dalam
Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang
Nomor:0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk),” skripsi, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas
Syari’ah dan Hukum, Program Studi Akhwal As-Syakhsiyyah, Lampung: 2017.



yang dilakukan di Pengadilan Agama Wonosari menjelaskan masih cukup banyak
pernikahan yang belum dicatatkan dikarenakan dulunya saat melangsungkan
perkawinan para pasangan tidak mendapatkan kutipan akta nikah dari KUA,
Praktik yang dilakukan adalah pengesahan terhadap pernikahan yang telah
memenuhi syarat, dan rukun perkawinan menurut hukum Islam. Melalui bukti
yang ada yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengabulkan
permohonan yang telah diajukan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan
oleh Miftahul Nurul Haji dengan tema yang sama dengan objek tempat penelitian
yang berbeda yakni di daerah Kabupaten Gunung Kidul, dari hasil penelitian
didapatkan bahwa rendahnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat setempat
akan dampak dari tidak dicatatkannya perkawinan, selain itu letak geografis juga
mengakibatkan masyarakat sulit dijangkau yang akibatnya tidak meratanya

pencatatan pernikahan.

Tidak kalah penting pembahasan tentang isbat nikah yang di tulis oleh
Ramdani Fahyudin, menjelaskan bahwa isbat nikah merupakan bentuk upaya
dalam menjamin hak bagi anak, suami, dan istri. Dalam Skripsi yang ditulis
Ramdani Fahyuddin menjelaskan bahwa bagaimana pertimbangan hakim ditinjau
dari perspektif maslahah dan diperoleh dua hal, yang pertama keputusan yang
diambil harus memiliki pertimbangan yang matang baik berdasarkan Undang-
undang maupun kemaslahatan bagi pihak yang mengajukan perkara. Kedua, dasar
hukum yang digunakan hakim adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan

kompilasi Hukum Islam.
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Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ramdani Fahyudin, Merita
Selvina menjelaskan pandangan hakim menfokuskan pada perkara isbat nikah
yang dilakukan bagi pernikahan siri di bawah umur. Dalam tulisannya Merita
Selvina menjelaskan pandangan hakim Pengadilan Agama Amuntai Kalimantan
Selatan dianggap sudah benar dalam menangani perkara isbat nikah bagi
pernikahan siri dibawah umur dengan menggunakan dasar tujuan agar
terlindungnya maqasid asy-syari’ah, berdasarkan hukum positif/ yuridis
pandangan hakim juga sudah benar karena mengikiti perundang-undangan yang
berlaku, sehingga para hakim harus mengikuti peraturan yang sudah ada.
Meskipun ada pandangan pribadi hakim yang tidak sepenuhnya sependapat

dengan peraturan yang ada dan mengharapkan pembaharuan hukum.
E. Kerangka Teori

Untuk menemukan konsep serta pola yang tepat dalam memberikan
pertimbangan perlu adanya sebuah teori, yang mana teori tersebut akan digunakan
sebagai alat analisis dalam menyelesaikan problematika atau masalah yang

diangkat dalam penelitian ini.
1. Keadilan

Teori yang dikemukakan oleh John Rawls.*® Dalam teorinya dikemukakan
bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama

prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (principle of greatest equal

16 John Rawls, Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejah
Teraan Sosial dalam Negara, (judul asli A Theory of Justice), Terjemahan Uzair Fauza dan Heru
Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006),him.502.
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liberty), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: Each person
is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a
similar liberty of thers. Rumusan ini mengacu pada rumusan aristoteles tentang
kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan
penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini inhern dengan pengertian
equal yakni sama atau sederajat diantara sesame manusia. Usaha
memperbandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau
konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut aristoteles disebut

sebagai mahluk sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial.

2. Diskresi Hakim

Diskresi atau freis ermessen adalah segala aktifitas yang melibatkan proses
pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan atau tindaakan atas inisiatif
sendiri, tidak terpaku pada aturan atau undang-undang dengan berbagai
pertimbangan yang matang, kontekstual dan dapat dipertanggung jawabkan.
Dalam hal ini pembuat kebijakan ataupun pengambilan keputusan tersebut yang
lebih diutamakan adalah keefektifan tercapainya tujuan dari pada berpegang teguh
kepada ketentuan hukum. Dalam diskresi hakim, seorang hakim memiliki
kedudukan, kewajiban sekaligus memiliki peran yang sangat penting dalam
membuat keputusan. Dalam pasal 28 (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa ‘“hakim sebagai penegak hukum dan
keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup daalam
masyarakat”. Selanjutnya dalam pasal 14 (1) disebutkan: “Pengadilan tidak boleh

menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan
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dalih hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan

mengadilinya”.

Pasal diatas berarti seorang hakim tidaklah sekedar mengambil hukum dari
kotak. Ungkapan “mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang
ada di masyarakat” memberi peran yang luar biasa bagi setiap hakim untuk
berijtihad. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan pemahaman kontekstual, bukan
sekedar tekstual. Bahkan tidak mustahil atau memungkinkan pula dengan tegas
dan jelas melawan pasal-pasal tertentu kalau pasal itu dinilai sudah tidak sesuai

dengan keadilan dan hukum yang hidup dimasyarakat.'’
F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk
mencapai sebuah tujuan, penelitian ini bersifat kualitatif artinya penelitian tidak
menggunakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud

angka tetapi kata-kata.'®

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah
penelitian lapangan (Field research), yaitu dengan melakukan pengamatan,
observasi secara langsung terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama

Yogyakarta dalam mengabulkan ataupun menolak perkara isbat nikah. Penelitian

' Mubararok, “Diskresi Hukum dan Kaitannya dengan Ijtihad,” Dosen Syari’ah STAIN
Syari’ah, hlm.4-6.

*® Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, Penyusun Pedoman Penulisan
Proposal dan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: Fakultas
Syari’ah dan Hukum,2012), him.9.
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ini juga didukung dengan penelitian pustaka (library research) dengan mengkaji
dan meneliti berbagai dokumen atau literature yang ada kaitannya dengan
penelitian ini, yakni dokumen yang berkaitan dengan isbat nikah yang dapat
digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yakni memaparkan secara jelas
dan terperinci tentang isbat nikah. Kemudian memberikan analisis dasar hukum
dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara isbat nikah.
3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk
mengumpulkan data. Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai
berikut:
a. Wawancara (interview)
Wawancara yaitu metode untuk mendapatkan keterangan dari individu-
individu tertentu untuk keperluan informasi.*® Termasuk bagian terpenting
dalam sosiologi, karena wawancara merupakan studi tentang interaksi
antar manusia, sehingga wawancara dapat memberikan informasi yang
lengkap. Metode ini bertujuan untuk memperoleh keterangan dan
kejelasan, terutama dari hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai
masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi

9 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, cet ke-8 (Jakarta: PT.
Gramedia,1989), him.130.
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Merupakan metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap
dokumen-dokumen yang sesuai dengan subyek yang diteliti. Dokumen
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan,
Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-
Undang Republik Indonesia, hasil putusan pengadilan yang berkaitan
dengan isbat nikah, dan penetapan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.
4. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-empiris.
Pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam
menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan
hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di
lapangan.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses menyusun dan mencari secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain
sehingga mudah dipahami dan dapat menjadi sumber infomasi. Analisis data yang
digunakan adalah analisis deskriptif-analitis. Data yang sudah terkumpul
kemudian disusun dan dilaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis
kemudian dianalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan dalam 5 bab dengan

sistematika pembahasan sebagai berikut:
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Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri tujuh sub
pembahasan yaitu: pertama, latar belakang masalah yang memuat penjelasan
tentang mengapa penelitian ini perlu dilakukan, apa yang melatar belakangi
masalah ini. Kedua, pokok masalah yang memberi penegasan pada latar belakang
masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian yaitu apa yang akan dicapai
dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka adalah untuk memberikan
penelusuran terkait penelitian yang ada dan untuk mengetahui perbedaan atau
menegaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian baru yang belum diteliti
orang lain. Kelima, kerangka teoritik merupakan kerangka atau pola fikir dalam
memecahkan masalah atau pandangan teori yang berhubugan dengan penelitian
ini. Keenam, metode penelitian merupakan penjelasan langkah-langkah yang
digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisa permasalahan. Ketujuh,

sistematika pembahasan untuk mensistemasikan gambaran awal penelitian.

Bab kedua menguraikan tentang pembahasan materi yang berkaitan
dengan nikah siri dan isbat nikah, tinjauan umum nikah siri dan isbat nikah,
pengertian nikah siri, nikah siri dalam perspektif islam dan undaang-undang,
pengertian isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, sebab-sebab diajukannya isbat

nikah, serta prosedur pengajuan isbat nikah.

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian yang akan membahas dan
mengkaji data yang diperoleh terhadap beberapa putusan terkait isbat nikah di
Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun cakupan pada bab ini meliputi: A.
Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta: 1. Sejarah Berdirinya

Pengadilan Agama Yogyakarta, 2. Letak Geografis, 3. Struktur Organisasi, 4. Visi
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dan Misi, 5. Data Statistikdasar hukum, 6. Pertimbangan hakim dalam putusan

ishbat nikah, serta kepastian hukum nya.

Bab keempat berisi analisi penyajian pembahasan hasil penelitian yang
sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, terhadap

pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak suatu perkara isbat nikah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikesimpulan, saran, dan daftar

pustaka.



BAB 11
TIJAUAN UMUM TERHADAP NIKAH SIRI
DAN ISBAT NIKAH

A. Nikah Siri
1. Pengertian Nikah Siri

3

Secara etimologi kata “siri” berasal dari bahasa Arab, yaitu “sirrun” yang
artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ‘alaniyyah,
yaitu terang-terangan. Kata siri ini kemudian digabung dengan kata nikah
sehingga menjadi nikah siri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan
secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini
memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak
diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di
lembaga Negara.®® Makna nikah siri saat ini lebi di indentikkan kepada sebuah
perkawinan yang dilakukan tanpa melibatkan pejabat yang berwenang
(kehadirann Negara). Terhadap praktek semacam ini dikenal dimasyarakat dengan
sebutan perkawinan dibawah tangan. Artinya perkawinan yang dilakukan tersebut

tidak dicatatkan, tidak diketahui Negara, dan tidak dapat dikatakan sebagali

perbuatan hukum dimata hukum Indonesia.

Secara umum nikah siri adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh
orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat

perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatatan nikah, seperti diatur

% Irfan Islami, “Perkawinan dibawah Tangan ( Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya,”
ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 1, him. 8.

17
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dan ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.%' Nikah siri dapat
dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara agama dan kepercayaan saja. Hal
ini tentu bukan karena suatu alasan, ada beberapa alasan yang ditemukan ketika

melihat masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya seperti: %

1. Takut diketahui orang lain (melanggar larangan);
2. Tidak mengetahui harus dicatatkan;
3. Atau karena faktor biaya.

Artinya nikah siri ini telah menjadi perubahan makna atau telah terjadi
degradasi makna dari makna nikah siri yang sesungguhnya menjadi nikah siri
dengan artian perkawinan yang tidak dicatatkan. Padahal makna nikah siri yang
sesungguhnya adalah merahasiakan sebuah perkawinan (sengaja tidak

mengumumkan) karena suatu sebab yang tidak ingin diketahui orang lain.

Nikah siri yaitu suatu bentuk pernikahan yang telah menjadi mode masa
kini, timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam
Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan
pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang
birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka
menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ilmu
hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah "Penyelundupan Hukum", yaitu

suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-

21 |dris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam), (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), him.239.

22 M. Ali Hasan, “Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam”, (Jakarta: Prenada
Media, 2003), him.280.
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undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat
menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk

mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.*®

2. Nikah Siri dalam Perspektif Islam

Sebenarnya tidak ada istilah nikah siri dalam perspektif Islam, karena
semua perbuatan perkawinan yang telah memenihi rukun dan syarat dimata Islam
itu sudah sah. Yang menimbulkan kata dalam nikah siri dalam perspektif Islam
lebih kepada untuk membandingkan dengan kata nikah siri dalam perpektif
Undang-undang. Nikah dalam Islam itu hanya memperhatikan rukun dan syarat.
Dengan unsur pokok perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan
kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si
suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan

itu. Dengan rukun:

a. Calon mempelai laki-laki.
b. Calon mempelai perempuan.
c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan.
d. Dua orang saksi.
e. ljab yang dilakukan oleh wali dan gabul yang dilakukan oleh suami.
Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk kedalam
rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan

tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung.?*

28 Ramulyo, Moh. Idris, Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), him. 240.
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Sepanjang syarat dan rukun diatas terpenuhi, maka pernikahan itu sudah
sah berdasarkan agama Islam. Oleh karena itu kalau ada nikah siri yang tidak
memenuhi syarat diatas, maka itu tidak dapat dikatakan telah terjadi pernikahan

yang sah.

Pada perspektif Islam nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan.
Hal ini dapat saja terjadi karena ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang
tidak mau diketahui oleh orang lain. Tentunya perbuatan ini memaksa seseorang
untuk merahasiakan pernikahannya. Ada yang mengartikan bahwa nikah siri
terjadi bila pernikahan itu tanpa adanya wali, artinya pernikahan yang
dilangsungkan itu secara sembunyi-sembunyi (rahasia) karena tidak diketahui
oleh wali si perempuan. Karena bila diketahui oleh wali maka bisa saja tidak
disetujui oleh wali. Nikah semacam ini jelas tidak sah dari sisi rukun dan
syaratnya, praktek semacam ini hanya mengedepankan nafsu syahwat semata
sehingga tidak mengindahkan syarat Islam. Dari yang dikemukakan oleh Umar
bin Khattab bahwa beliau mendapat laporan bahwa ada perkawinan yang
disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang saksi perempuan. Artinya

perkawinan itu dikatakan siri karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.?

Dapat disimpulakan bahwa dalam hal ini hukum nikah siri atau nikah
dibawah tangan adalah sah apabila dilakukan oleh wali dan dihadiri oleh dua

orang saksi serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari’at

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinann Islam di Indonsia: Antara Figih Munakahat
dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), him.61.

% Umar Haris Sanjaya, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Gama Media
Yogyakarta: Yogyakarta, 2017), him.166.
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Islam. Pencatatan menurut hukum Islam adalah tidak menjadi salah satu syarat
sah nya suatu perkawinan, akan tetapi demi mewujudkan kemaslahatan dan
memperoleh kepastian hukum atas terjadinya suatu perkawinan dan melindungi

masing-masing hak suami-istri.2°

3. Nikah Siri Dalam Perspektif Undang-undang
Dari perspektif Undang-undang yang dimaksud nikah siri adalah nikah
dibawah tangan. Yaitu nikah yang dilakukan tanpa mengindahkan Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dimana tiap-tiap perkawinan dicatatkan
menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) ini mempunyai arti
bahwa orang yang hendak menikah hendaknya memberi tahukan kepada Negara.
Seperti detail pemberitahuannya dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975

pasal 3:

1. Setiap yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan
kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan
dilangsungkan;

2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilkaukan sekurang-kurangnya 10
hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan;

3. Pengecualian dalam jangka tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu
alasan yang penting diberikan oleh camat (atas nama) bupati kepala
daerah.

Dari ketentuan pada Peratuaran Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dapat

diketahui bahwa Negara melarang suatu perkawinan yang tanpa adanya pelibatan

Negara yang berwenang. Oleh karena itu perkawinan dibawah tangan yang tidak

%6 Ahmad Sobari, “Nikah Siri dalam Perspektif Islam,” Mizan,; Jurnal llmu syari’ah, FAI
Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 1 No. 1 (2013), him. 55.
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mempunyai akibat hukum, akibatnya salah satu pihak yang dirugikan baik suami

atau istri dikemudian hari tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum.?’

Sebuah perkawinan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dari
Negara, maka salah satu atau ada pihak yang nanti kedepannya berpotensi
menjadi korban. Dalam konteks ini nikah siri, secara yuridis formal yang sering
menjadi korban adalah pihak perempuan dan anaknya. Mukti arto menjelaskan

bahwa dampak kerugian secara yuridis formal antara lain:

1. Perkawinan dibawah tangan dianggap tidak sah, walaupun perkawinan itu
dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tetapi itu semua
belum mempunyai kekuatan hukum sepanjang perkawinan dibawah tangan
itu tidak dicatatkan di Kantor urusan Agama dan Kantor Pencatatan Sipil.

2. Apabila ada anak yang dilahirkan pada perkawinan dibawah tangan, maka
anak yang dilahirkan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibu dan keluarga ibunya saja. Anak yang dilahirkan itu tidak memiliki
hubungan perdata dengan ayahnya. Hubungan perdata ini maksudnya
secara hukum hanya ibunya saja yang harus bertanggung jawab kepada
ayahnya. Lebih jauh lagi bahkan ia tidak mewarisi harta warisan dari
ayahnya.

3. Anak yang dilahirkan belum tentu dapat mengurus status hukum anak
sebagai subyek hukum di Indonesia. Maksudnya anak tersebut belum tentu

dapat mengurus akta kelahiran, kartu keluarga, KTP dan menikmati

% 1bid,.hIm.166.
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layanan publik artinya anak tersebut tidak dicatatkan. Hal ini dapat saja

dikatakan melanggar hak asasi anak.”®

Penafsiran yang kedua adalah pendapat bahwa pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
itu merupakan satu kesatuan dalam menjadikan sahnya sebuah perkawinan.
Penafsiran yang menyatukan ini berjalan dari nilai-nilai sosiologi dan kepastian
hukum. Sehingga penfsiran yang kedua ini pada prinsipnya sesuai dengan tujuan
dilangsungkannya perkawinan. Terhadap dualisme penafsiran ini sepatutnya tidak
lagi menjadi sebuah perbedaan pendapat lebih lanjut, mengingat tujuan
perkawinan itu selain mengedepankan nilai sosial dan sosiologis, juga
memerlukan kepastian hukum. Solusi terhadap masyarakat yang belum
melakukan pencatatan perkawinan adalah dengan melakukan isbat nikah. Isbat
nikah dilakukan bila perkawinan yang sudah terjadi memenuhi rukun dan syarat
hanya saja belum dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Isbat nikah
merupakan solusi hukum terhadap masyarakat yang melakukan nikah siri (nikah
dibawah tangan). Ishat nikah artinya adalah penetapan suatu pernikahan, isbat
nikah diambil dari kata tsabat ta yang artinya tetap dan na ka ha yang artinya
nikah.?® Artiya sudah pernah terjadi pernikahan kemudian ditetapkan sesuai
hukum vyang berlaku. Isbat nikah mempunyai pengertian sebagai penetapan
terhadap sebuah kebenaran (keabsahan) nikah. Lebih jelasnya lagi adalah

penetapan tentang kebenaran nikah atas perkawinan yang telah dilangsungkan

% Lihat: Mukti Arto, “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan,” Mimbar
Hukum No. 28 edisi VII, Al-Hikmah dan Ditbinpaera Islam, Jakarta, 1996, him.55-47.

2 Ahmad Warsono Munawwir, Al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia,
(Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), him.142.
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menurut syari’at Islam yang itu semua tidak dicatat di Kantor Urusan Agama atau
Petugas Pencatat Nikah.®® Penetapan isbat nikah ini dilakukan di Pengadilan
Agama. Artinya harus ada permohonan terlebih dahulu dari pemohon yang ingin

menetapkan perkawinan di Pegadilan Agama.

Pencatatan pernikahan diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia
dalam UU Perkawinan yang berlaku nasional bagi seluruh warga negara Indonesia
tanpa memandang agama. Bagi warga negara Muslim, aturan pencatatan tersebut
ditegaskan ulang di dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan pernyataan bahwa
pernikahan harus dilakukan di hadapan pencatat untuk terlaksananya pencatatan.
Namun, Kompilasi memberikan ruang tersendiri bagi tercatatnya atau
tersahkannya oleh negara pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan.’! Kalau
diperhatikan lebih lanjut, hingga saat ini masih saja ada masyarakat yang belum
mencatatkan perkawinan. Tentunya apabila masyarakat tidak mencatatkan
perkawinan itu masih dianggap sebagai perkawinan dibawah tangan. Tentunya itu
buakan karena suatu alasan, pasti ada yang melatarbelakangi kenapa ada
masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada instansi yang

berwenang.

Adapun beberapa alasan-alasan masyarakat yang belum melakukan

pencatatan, maka terbuka baginya untuk dapat melakukan pencatatan dengan

% Keputusan Ketua Mahkamah Agung R No. KMA/032/SK/2006 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Pengadilan.

! Euis Nurlaelawati, “Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?”
Musawa, Vol. 12 No. 2 (2 Juli 2013), him.262.
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mekanisme isbat nikah dan telah banyak yang melakukan isbat nikah dengan

alasan antara lain:

1. Bisa saja perkawinan itu terjadi sebelum berlakuknya Undang-undang No.
1 Tahun 1974. Terhadap hal ini tentu perlu mengajukan permohonan isbat
nikah sebagai bentuk pencatatan, dan hal ini terjadi juga untuk
kepentingan mengurus penetapan waris dan keperluan warisnya.
2. Perkawinan yang sudah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tetapi mengajukan isbat nikah dilatarbelakangi seperti:
a. Akta nikah yang hilang
b. Karena tidak memiliki akte nikah
Sebagian besar permohonan penetapan isbat nikah dilakukan karena
kebanyakan tidak melakukan pencatatan perkawinan. Artinya mereka tidak
mempunyai akta nikah. Adapun alasan-alasan yang sering terjadi karena pada
waktu menikah banyak yang belum dicatatkan perkawinannya. Artinya
kebanyakan masih dilakukan dibawah tangan. Adapula yang meras malu untuk
mencatatkan perkawinan, karena mungkin ada beberapa alasan untuk menutupi
malu seperti hamil diluar nikah. Isbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Agama dapat diajukan oleh pemohon sebagai alas hukum untuk dapat
mencatatkan perkawinan di pegawai pencatat nikah. Setelah isbat nikah dicatat,
maka kantor urusan agama akan mengeluarkan buku kutipan akta nikah sebagai

bukti yang otentik tercatatnya sebuah perkawinan.

Dengan adanya isbat nikah maka sebuah perkawinan yang telah

dilaksanakan memiliki kepastian hukum. Tidak hanya untuk kepastian sebuah
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perkawinan saja, melainkan kepastian untuk status anak yang dilahirkan dalam

perkawinan itu.*

B. Isbat Nikah
1. Pengertian Ishat Nikah
Menurut bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “isbat” yang
merupakan masdar atau asal kata dari “atsbata” yang memiliki arti “menetapkan”,
dan kata “nakaha” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata

“isbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”.®

Isbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia
dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia, ishat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan)
nikah. Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan
menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama
(KUA) atau Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang berwenang (Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan). Isbat nikah yang lebih popular disebut
dengan pengesahan nikah dalam kewenangan Pengadilan Agama menangani
perkara voluntair. Perkara voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pihak
pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa.oleh karena ia bukan
perkara, maka suatu pengedilan tidak berwenang untuk mengadilinya, namun

demikian Pasal 5 Ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

%2 Umar Haris Sanjaya, Hukum Perkawinan Islam di Indonsia, him.169.

3 Ahmad Warsono Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, him.145.
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sudah diubah menjadi Undang-undang No0.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan
perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukan
oleh Undang-undang.®* Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama
Tahun 2010 menjelaskan bahwa isbat nikah adalah pernyataan tentang sahnya
perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN

yang berwenang.*®

2. Dasar Hukum Isbat Nikah
Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi pengadilan agama
dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan
dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974
tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal
49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini
berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam

(KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, yang berbunyi:

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapar

diajukan isbat nikah nya ke Pengadilan Agama.

(3) Isbat nikah yang dapar diajukan ke Pengadilan Agama terbtas mengenai

hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka

¥ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman. Pasal 6 ayat (1).

¥ Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama,
(Jakarta, buku 11, 2010), him.147.
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penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan
tetang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya
perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun
1974 dan, (e) Perkawinan yang dinyatakan tidaka ada halangan

perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.%

Khusus mengenai isbat nikah yang menjadi pokok pembahasan, landasan
yuridisnya adalah penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989. Namun demikian, undang-undang tersebut dan peraturan
pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 tidak kemberikian rincian secara jelas tentang
ishat nikah tersebut, kemudian muncul peraturan Menteri Agama (PERMENAG)
Nomor 3 tahun 1975 didalam pasal 39 ayat (4) yang menentukan bahwa jika
Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuatkan Duplikat Akta Nikah
karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk
menetapkan adanya nikah, talak, cerai maupun rujuk, harus dibuktikan dengan
keputusan (berupa penetapan) Pengadilan Agama. Akan tetapi, hal ini berkaitan
dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974, bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa dasar hukum hakim dalam
mengabulkan permohonan isbat nikah mengacu pada ketentuan perundang-

undangan sebagai berikut:

*®sudut Hukum,”Dasar Hukum Isbat Nikah,”
https://mwww.suduthukum.com/2017/12/dasar-hukum-isbat-nikah.html, akses 1 Januari 2019.
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1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu”.

2) Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa
“untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang
dijalankan menurut peraturan- peraturan lama adalah sah”. (Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Karena isbat nikah adalah bagian dari bidang perkawinan maka
jelaslah pasal tersebut termasuk bagian dari dasar pijakan Isbat nikah
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.”

3) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang
dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah,
dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Dan batasan mengenai hal-hal yang dapat diajukan isbat nikah.*’

Di samping mendasarkan kepada hukum yuridis, hakim dalam memeriksa

dan memutus permohonan isbhat nikah juga mengedepankan aspek-aspek lain
seperti pertimbangan sosiologis, dan philosofis, karena hakim dalam
menyelesaikan atau memutuskan perkara yang diajukan kepadanya wajib

memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup (living

¥ Meita Djhohan, “Isbat Nikah Dalam Hukum dan Perundang-undangan di Indonesia,”
Pranata Hukum, Vol. 8 No.2 (Juli 2013), him.141.
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law) dalam masyarakat, selain hukum normatif sehingga putusannya sesuai dan

memenuhi rasa keadilan.

3. Prosedur Pengajuan Isbat Nikah

Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri,
anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan
itu (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam/ Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI). Pada tahap
pembuktian bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah dilakukan menurut
syariat Islam yakni terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak terdapat halangan
atau larangan perkawinan yang dilanggar yang menyebabkan perkawinan tersebut

cacat baik larangan agama maupun larangan menurut undang-undang.*®

Dalam kasus permohonan ishat nikah yang diajukan bersama-sama dengan
gugat cerai dalam rangka mengurus perceraian (komulasi objektif perkara) hal ini
sering terjaadi dalam perkara Cerai Gugat atau Cerai Talak yang dikomulasikan
dengan permohonan isbat nikah karena perkawinannya dulu tidak dicatat oleh
pegawai pencatatan nikah. Maka merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a
yakni: “isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai
hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian
perceraian.” Maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut hakim mempunyai dasar

hukum untuk mengesahkan pernikahan tersebut dalam rangka proses perceraian.

*® Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman

Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, (Jakarta: Mahkamah Agung RI
Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), him. 1.
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Dalam hal Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh mereka yang telah
memiliki buku nikah namun di kemudian hari buku nikah tersebut hilang atau
karena musibah alam dan sebagainya maka hakim memutus dengan merujuk pada
ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Isbat
nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang
berkenaan dengan: b. Hilangnya Akta Nikah.” Maka jika terbukti di muka
persidangan perkawinan tersebut benar-benar telah dilangsungkan secara resmi
dan tercatat, juga terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak melanggar ketentuan
larangan perkawinan baik menurut hukum agama maupun undang-undang, maka
hakim mempunyai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan isbat nikah
tersebut. Isbat nikah yang dimohonkan ke Pengadilan karena adanya keraguan
dari para pihak (para pemohon) tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan pada waktu perkawinan mereka dilangsungkan dahulu, maka para
pihak dapat mengajukan permohonan isbatnya dan dengan mendasar pada

ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam.

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai
hal-hal yang berkenaann dengan c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya
salah satu syarat perkawinan. Pengadilan melalui majlis hakim akan mengesahkan
pernikahan tersebut dengan syarat pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan
Syari’at agama dan tidak ada larangan atau halangan perkawinan yang dilanggar.
Secara umumpasangan suami istri yang melangsungkn perkawinan menurut

hukum agamanya tanpa dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan
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Agama (KUA), maka pasangansuami istri tersebut dapat mengajukan permohonan

isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Dengan syarat isbat nikah dimaksud hanya dimungkinkan bila berkenaan
dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi
Hukum Islam. Bila terdapat salah satu dari kelima alasan tersebut di atas dapat
diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, namun demikian
Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan permohonan ishat nikah sepanjang
perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam
dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan menurut
Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang Perkawinan.
Terhadap Perkawinan bawah tangan yang terjadi setelah terbitnya Undang-
Undang Perkawinan yang akhir-akhir ini banyak dimohonkan pengesahannya
(isbat) pada Pengadilan-Pengadilan Agama, maka dalam hal ini pengadilan tetap
memprosesnya sampai ke persidangan dan Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apabila nikahnya telah memenuhi rukun dan syarat
pernikahan maka permohonan isbat nikah tersebut dapat dikabulkan. Pasal 7 ayat
3 huruf (e) yang berbunyi: “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974” menjadi dasar hukum yang diambil hakim dalam mengabulkan Perkara
isbat nikah yang masuk, karena pasal tersebut berlaku secara umum bagi semua
perkawinan bawah tangan baik yang berlangsung sebelum tahun 1974 ataupun
setelah tahun 1974 selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun

demikian, hakim harus penuh kehati-hatian dalam memeriksa dan memutus
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perkara isbat nikah, hakim harus mengetahui sebab musabab yang melatar
belakangi para pihak atau pasangan suami isteri tersebut tidak mendapatkan buku
nikah. Jika penyebabnya karena masalah biaya pencatatan perkawinan bagi
mereka yang tidak mampu atau mereka yang tinggal di pelosok-pelosok daerah
yang tidak terjangkau oleh KUA, alasan tersebut masih dapat dimaklumi dan

menjadi bahan pertimbangan hakim.*
Syarat-syarat pengajuan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Photocopy KTP (Pemohon dan Termohon) Itsbat Nikah.

2. Photocopy Kartu Keluarga (KK).

3. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang
menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan.

4. Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang menerangkan bahwa

Pemohon telah menikah.

Setelah melengkapi persyaratan di atas, langkah selanjutnya yakni, para
pihak yang brsangkutan bisa mendatangi Pengadilan agama untuk mendaftarkan
sesuai dengan tempat pemohon. Misalkan pemohon berada di Kota Cimahi, maka
harus datang dan mengajukan di Pengadilan Agama Cimahi. Tahap berikutnya
pemohon membuat surat permohonan ishbat nikah, surat permohonan tersebut
dapat dibuat secara mandiri atau bisa meminta bantuan kepada petugas pusat
bantuan hukum (POSBAKUM) yang berada di Pengadilan Agama tanpa dipungut
biaya. Setelah mendapat surat permohonan isbat nikah menyiapkan berkas berupa

foto copy KTP 2 rangkap, KK 2 rangkap, surat penolakan dari KUA 2 Rangkap,

% Ibid,.hIm.143-144.
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serta dokumen-dokumen pendukung lain. Setelah berkas-berkas yang diperlukan
sudah lengkap bisa mendaftarkannya ke petugas yang berada dipengadilan, dan
membayar panjar biaya perkara. Apabila pemohon tidak mampu membayar panjar
perkara, pemohon dapat mengajukan prkara tersbut dengan cuma-cuma atau
predeo dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari dsa
seteempat. Apabila pemohon mendapatkan fasilitas prodeo, maka seluruh biaya
perkara pemohon akan ditanggung pengailan.tahap berikutnya menunggu sidang

dari pengadilan sekurang-kurangnya 3 minggu setelah pendaftaran perkara.

Mengahadiri persidangan, datang ke Pengadilan Agama sesuai dengan
yang telah di jadwalkan dalam surat panggilan, upaya untuk datang tepat waktu
dan tidak terlambat. Untuk sidang pertama membawa dokumen seperti surat
panggilan siding, serta dokumen-dokumen yang sudah disebutkan diatas. Dalam
siding pertam ini hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya KTP,
KK, atau kartu identitas lainnya yang asli. Untuk sidang selanjutnya hakim akan
memberitahukan kepada pemohon dan termohon kapan untuk siding selaanjutnya.
Untuk sidang kedua dan seterusnya, adakemungkinn pemohon harus
mempersiapkan ~ dokumen-dokumen sesuai dengan  permintaan  hakim.
Permohonan yang diajukan jika dikabulkan oleh pengadilan, maka hakim akan
mengeluarkan penetapan isbat nikah (salinan isbat nikah baru bisa diambil setelah
14 hari stelah prsidangan terakhir). Setelah mendapatkan salinan putusan

penetapan isbat nikah tersebut, pemohon dapaat meminta KUA setempat untuk
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mencatatkan pernikahan pemohon dan termohon dengan menunjukan bukti

salinan penetapan pengadilan.*°

C. Pencatatan Perkawinan
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak
dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Memahami apa
yang termuat dalam penjelasan umum undang-undang perkawinan No. 1 tahun
1974 dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha
yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan maksud
sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti
otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang
untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik
maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, ditempat dimana pejabat

berwenang menjalankan tugasnya.**

Mengenai pencatatan perkawinan, dalam hukum Islam sendiri tidak
mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Namun jika
kita melihat dalam surat al-Bagarah ayat 282 yang menjadi dasar hukum hutang
piutang atau dikenal dengan ayat mudayanah, dapat ditarik sebagai dasar

pencatatan dengan istinbath berupa gias.

2. Tujuan Pencatatan

““Apa  Saja Syarat Mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama”.
http://advokatkita.com/syarat-mengajukan-itsbat-nikah/, akses 2 Januari 2019.

*1 Mukti Arto, Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar,1996), him.144.


http://advokatkita.com/syarat-mengajukan-itsbat-nikah/

36

Pada mulanya syariat Islam baik Al-Qur’an atau al-Sunnah tidak mengatur
secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan
muamalat (mudayanah) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu,
diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai
pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya

guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.*?

Pencatatan perkawinan sendiri bertujuan untuk ketertiban perkawinan
dalam masyarakat, merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-
undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Melalui
pencatatan perkawinan yang diuktikan melalui akta nikah yang dimiliki masing-
masing suami istri, apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau percekcokan
diantara mereka atau salah satu tiak bertanggung jawab dapat melakukan upaya
hukum guna mempertahankan ataupun memperoleh haknya masing-masing.
Karena dengan akta tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan

hukum yang mereka lakukan.*
3. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu undang-

undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa “tiap-tiap

2 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2013), him.91.

** Mega Magdalena, “Fungsi Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974(Studi Kasus Pengadilan Agama Medan),” Thesis, Program Pascasarjana Universitas
Sumatra Utara Medan., him.56.
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perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku”.**

Dalam KHI sendiri diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi:

a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap
perkawinan harus dicatat.

b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai
pencatat nikah sebagaimana diatur dalam undangundang No. 22 tahun
1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954.

Kemudian pasal 6 KHI menjelaskan bahwa:

1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus
dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat
Nikah.

2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat
Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan

nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna
terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya
pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai maslahah mursalah dalam

berumah tanggal.

* Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974.
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PENYELESAIAN PERKARA DAN DATA ISBAT NIKAH DI

PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

Pengadilan Agama Kota Yogyakarta meupakan kelanjutan dari Pengadilan
Serambi milik kesultanan Yogyakarta. Pengadilan Serambi adalah pengadilan
yang dilakukan di serambi-serambi masjid oleh penghulu yakni pejabat
Administrasi Kemasjidan. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta berdiri pada tahun

1946, pertama kali berkantor di pengulon sebelah utara Masjid Besar Yogyakarta.

Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan penetapan Mentri
Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta dahulu
terletak di JI. Sokonandi No. 8 Yogyakarta, dengan status hak pakai daari Kanwil
Departemen Agama Provinsi DIY, yang dibangun pada tahun 1976. Kemudian
pada tahun 1996 kantor Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan tukar pakai
gedung dengan Kanwil Departemen Agama Yogyakarta melaksanakan tukar
pakai gedung dengan Kanwil Departemen Agama (Wisma Sejahtera Kanwil
Departemen Agama Provinsi DI1Y) yang terletak di JI. Wijilan No. 14 Yogyakarta,

kmudian pindah ke JI. Ipda Tut Harono No. 53 Yogyakarta sampai saat ini.*’

2. Letak Geografis (wilayah yurisdiksi)

* https://pa-yogyakarta.net/, diakses pada 03 Maret 2019.
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Letak Astronomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 7°15- 8°15 Lintang

Selatan dan garis 110°5- 110°4 Bujur Timur.

Luas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 km? terdiri dari Kota
Yogyakarta 32,50 km®, Kabupaten Sleman 574,82 km?, Kabupaten Bantul
506,85 km? Kabupaten Kulon Progo 586,27 km? Kabupaten Gunung Kidul

1485,36 km?.

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah Pengadilan Agama Kelas IA
merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pengadilan
Agama Yogyakarta terletak di JIn. Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta.
Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta meliputi 14
Kecamatan yang terdiri dari 45 Kelurahan. Secara khusus pembagian wilayah

hukum Pengadilan Agama Yogyakarta dapat dilihat sebagai berikut:
NO Nama Kecamatan Nama Kelurahan

1.  Umbulharjo ' Muja-muju,Semaki, Tahunan,

Warungboto, Pandean, Giwangan,

Sorosutan.
2. Kota Gede : Prenggan, Purbayan, Rejowi-nangun
3. Gondokusuman : Kotabaru, Terban, Klitren, Baciro,
Demangan

4.  Danurejan . Suryatmajan, Tegal Panggung, Bausasran
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5.  Pakualaman : Purwokinanti, Gunung Ketur

6.  Mergangsan : Wirogunan, Brontokusuman, Keparakan

7. Kraton : Kadipaten, Patehan, Penembahan

8.  Mantrijeron : Gedongkiwo, Suryodiningratan,
Mantrijeron

9.  Wirobrajan : Patang puluhan, Wirobrajan, Pakuncen

10. Ngampilan : Ngampilan, Notoprajan

11. Gondomanan : Prawirodirjan, Ngupasan

12. Tegalrejo " Tegalrejo, Bener, Kricak, Karangwaru

13.  Jetis : Gowongan, Cokrodiningratan, Bumijo

14. Gedongtengen : Sosromenduran, Pringgokusuman

Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri
Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta dahulu
terletak di Jalan Sokonandi No. 8 Yogyakarta, dengan status hak pakai dari
Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY, yang dibangun pada tahun 1976.
Kemudian pada tahun 1996 Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan
tukar pakai gedung dengan Kanwil Departemen Agama (Wisma Sejahtera Kanwil

Departemen Agama Propinsi DIY) yang terletak di Jalan Wijilan No. 14
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Yogyakarta, kemudian pindah ke Jalan Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta

sampai saat ini.*°

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

Berdasarkan peraturan dalam SEMA Nomor 5 Tahun 1996, dan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretriatan Peradilan. Pengadilan Agama
Yogyakarta membentuk struktur organisasi dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan dalam membentuk susunan pengadilan. Pengadilan Agama Yogyakarta
dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yakni Dr. H. Bambang Supriastoto, SH,
M.H. didampingi seorang Wakil Ketua Pengadilan Drs. Waluyo, S.H. yang

merupakan Pimpinan Pengadilan.

Guna pelaksanaan pengelolaan administrasi Pengadilan secara tertib demi
menunjang kelancaran penyelenggaraan peradilan, pada setiap Pengadilan
ditetapkan adanya Kepaniteraan yang menangani administrasi perkara dipimpin
Ketua Panitera Drs. Arwan Achmad, wakil ketua Drs. Moch Udiyono, SH.,
adanya panitera muda yang terbagi dalam bidang permohonan, gugatan, dan
hukum. Yang beranggotakan: Subarman, SH., Mockhamdan, SH., Mockhamdan,
SH, Hj. Tati Kusmiati, SH., Drs. Muhammad Nuryadin, M.SI, Hj. Bairotul
Wasimah, SH, Hj. Nanik Naje’miah, SH, Rosiati,S.Ag, Dra. Muslimah

Prasetyowati, Rahmawati, S.Ag, Muhammad Sayhon, SH.  Dalam Sekretariat

*® “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Yogyakarta” https:/pa-
yogyakarta.net/, akses 11 Januari 2019.
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yang menangani administrasi umum dipimpin seorang Sekretaris yang jabatannya

dirangkap oleh Sudarinto, SH.

Kelompok Jurusita/Jurusita Pengganti H. Ahmad Mashuri, SH, MSI, Abu
Bakar Kia, SH, Fajar Fauzani, SHI, Hj. Sugiyem, SH, Ade Ayu Damayanti Astuti
W, Fina Nuriana, SHI, Sigit Tri Sutianto, SH, Nanand Adrianto, ST, Rita
Listianti, SE. adapun pimpinan persidangan yakni para hakim berjumlah 12 yang
beranggotakan: Dra. HJ. Siti Baroroh, MSI, Drs. H. Abu Aeman, SH,MH, Drs. H.
Nashruddin Salim, SH,MH, Drs. H. M. Hasany Nasir, SH., MH, Hj. Juharni,
SH.,MH, Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, SH.,MH, Drs. Sultoni, MH, Dra. Hj.
Farchanah Mugoddas, M.hum, Drs. Rusliansyah, SH, Drs. H. Khamimuddin, MH,

Drs. Ahmad Arifin, Drs. H. Muthohar, SH,MH.

Susunan Organisasi Pengadilan Agama diatas masih berlaku saat
dilakukan penelitian ini, dan sewaktu-waktu bisa saja berubah atau berakhir sesuai
masa jabatannya, para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki kaahlian
dibidang hukum dapat dilihat dari riwayat pendidikan menyandang gelar Sarjana
Hukum. Dengan presentasi antara jumlah hakim perempuan dan laki-laki masih

didominasi laki-laki yakni 4 hakim perempuan dan 8 hakim laki-laki.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta
Visi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Yogyakarta adalah
terwujudnya peradilan yang mandiri dan berwibawa, menuju Negara hukum yang

adil. Adapun misi dari Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu memberikan
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pelayanan hukum sbaik-baiknya dengan biaya murah, cepat dan akurat terhadap

masyarakat pencari keadilan dalam wilayah hukum kota Yogyakarta, dengan cara:

a. Menciptakan pelayanan keadilan yang cepat, jujur, bersih dan
berwibawa.
b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur
tangan pihak luar.
c. Menciptakan akses layanan hukum dan peradilan.
d. Menciptakan kualitas input eksternal pada proses peradilan.
e. Mewujudkan institusi peradilan yang efesien, efektif, dan berkualitas.
f. Menciptakan aparat peradilan yang bermartabat, berintegrasi, dapat
diprcaya dan transparan.
g. Tugas Pokok Pengadilan Agama Yogyakarta
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara ditingkat pertama antaaraa orang-orang yang beragama
Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sodaqgoh,

dan ekonomi syari’ah.*’

Disamping melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan agama

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepanitraan.
b. Memberikan pelayana administrasi umum dilingkungan internal

(kepegawaian, keuangan, umum).

*“’Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
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c. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam
pada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta, sebgaimana
Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 taahun 2006.

d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian
harta 56 peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama
Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam
Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

e. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti enyuluhan hukum,
pengambilan sumpah ru’yatull hilal, memberikan pertimbangan hukum

agama, pelayanan riset / penelitian.

B. Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

Dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya ada satu hal pokok yang dicari
para justicebalance (pencari keadilan) yaitu putusan Hakim. Untuk lahirnya
sebuah putusan diperlukan beberapa prosedur tertentu dan ada berbagai jenis
putusan yang akan dilahirkan dari dunia peradilan. Untuk dapat mengetahui
bentuk putusan peradilan agama dapat merujuk pada ketentuan-ketentuan yang
terdapat didalam pasal 57 ayat (2), pasal 59 ayat (2), pasal 60, pasal 61, pasal 62,
pasal 63, dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dari ketentuan
tersebut dapat disimpulkan bahwa produk keputusan Hakim dari hasil

pemeriksaan perkara dapat berupa putusan dan penetapan.“®

*® Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta: 2001), him. 305
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Putusan atau yang disebut juga vonnis dalam bahasa belanda, merupakan
produk Pengadilan Agama karena adanya kepentingan dua pihak yang
berlawanan. Produk pengadilan semacam ini biasa dikenal dengan istilah
jurisdiction contentiosa (produk peradilan yang sesungguhnya).*® Di dalam buku
lain juga dijelaskan putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam
bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum

sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius).*’

Penetapan disebut dengan al isbat (Arab) atau beschicking (Belanda), yaitu
merupakan produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang
sesungguhnya karena disana hanya ada pemohon untuk ditetapkan tentang

sesuatu, sedangkan dia tidak berperkara dengan lawan.>*

1. Data Statistik Isbat Nikah

Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Yogyakarta, setiap tahun nya
mengalami fluktuasi, seperti halnya perkara isbat nikah dalam dua tahun terakhir
yakni pada tahun 2017 sebanyak 5 perkara dan di tahun 2018 ada 8 perkara yang

masuk ke pengadilan.

Tabel 3.1

Laporan Perkara yang diterima Pada Tahun 2017

* Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama, cet. Ke-6, (Jakarta: Rajawali
Pers,1998), him.193

*% Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama, cet. Ke-6, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar,2005), him. 251.

>! Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, cet. Ke-4, (Jakarta: Rajawali
Pers,20003), him.255.
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0 0 O
0 0 O
0 2 O
0 0 O
0 0 O
4 2 6
1 0 1
1 1 1
2 0 2
0 0 O
0 0 1
2 0 3

63 34 91

0 0 O
0 0 O
0 0 O
0 0 O
0 0 O
3 3 6
1 0 0
1 0 0
3 0 O
0 0 O
1 0 4
2 2 2
88 79 81
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Tabel 3.2

Laporan Perkara yang diterima Pada Tahun 2018
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29. G. Shodagoh o o 0 0 o o O o O 0o o0 o
30. H. P3HP 12 0 2 2 1 1 1 2 0 1 2
31.  Lain-lain 6 2 2 3 1 1 7 4 1 4 2 2
32.  Jumlah 78 81 62 74 53 38 98 87 77 84 63 62

33.  Keterangan N

Total Perkara masuk 857 Perkara

2. Perkara Isbat Nikah dalam Kajian

Berikut ada beberapa dasar hukum dan pertimbangan hakim yang
digunakan dalam memutus ataupun menetapkan isbat nikah di Pengadilan Agama
Yogyakarta, sebagai sempel penulis mengambil 3 kasus yakni mengenai
pengajuan ishat nikah sebelum, dan sesudah berlakunya UUP. Ada 2 kasus
pernihkahan siri yang dilakukan setelah berlakunya UUP ada yang dikabulkan dan
ditolak oleh majelis hakim.

a. Pernikahan Siri Sebelum Berlakunya UU Perkawinan No. 1974

1. Putusan Nomor 0653/Pdt.G/2016/PA.Yk

Yang menjadi pokok masalah dalam perkara pemohonan ini adalah
Pemohon A (sebagai anak) mengajukan permohonan Pengesahan Nikah orang tua
yang telah melangsungkan perkawinan, menurut Hukum agama Islam dengan
seorang perempuan B (ibu dari A) pada tanggal 14 oktober 1950 di KUA Kota
Yogyakarta, dengan mas kawin Juz Amma, dengan wali nikah kakak kandung B,
dengan disaksikan 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2,

akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama
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Kecamatan xxx, sehingga B tidak memperoleh bukti nikah yang berupa Kutipan
Akta Nikah atau duplikatnya, padahal sekarang ini Kutipan Akta Nikah tersebut

sangat Pemohon butuhkan untuk kepastian hukum atas pernikahan tersebut.

Berdasarkan surat permohonan A yang dikuatkan dengan bukti P.1 sampai
dengan P.5 serta keterangan dua orang saksi (Tukiyem dan Supinah), dan telah
ditemukan fakta bahwa orangtua A telah melakukan pernikahan menurut hukum
agama Islam, pada tanggal 14 Oktober 1950 di Kotagede, Yogyakarta yang
ijabnya dilakukan oleh kakak kandung B dengan munakih pak Najib/penghulu
Kotagede sedangkan kabulnnya (penerima akad) dilakukan oleh xxxx
(almarhum)selaku suami termohon, saksinya dua orang yaitu saksi Nikah 1 dan
saksi Nikah 2, maskawin/mahar berupa buku turutan (Juz Amma), suami B
berstatus jejaka dan B berstatus perawan,dan antara ayah pemohon dan termohon
tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan ataupun hubungan semenda, dan
tidak ada halangan syar’l untuk melakukan penikahan. Untuk membuktikan
peristiwa pernikahan tersebut A telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi,

pembuktian dimana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR.*

Para saksi (saksi dan saksi 2), keduanya adalah teman sejak kecil dan
hidup bertetangga dengan B, kemudian telah memberikan keterangan di depan
sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan
pengetahuannya sendiri, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa kedua saksi

tersebut dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal

*?> Pasal 163 HIR berbunyi: “barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau
menyebutkan suatu kejadian meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus
membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. (KUHPerd. 1865.)
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170,171, dan 172 HIR. Dari perkawinan antara B dengan xxxx telah dikaruniai

seorang anak perempuan.

Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut, maka majelis
berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon pada tanggal
14 Oktober 1950 tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan
sebagaimana dimaksud Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan antara
pemohon dan termohon tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud
dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 22, 23, 24, dan Pasal 8 sampai 11 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) ditentukan bahwa isbat
nikah yang dapat diajuka ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang

berkenaan dengan:

(d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang
Npmor 1 Tahun 1974;

(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

atas dasar pertimbangan dan fakta seperti tersebut di atas, oleh karena
perkawinan orang tua A tersebut telah memenuhi syarat dan rukun Nikah menurut
hukum Islam dan antara ayah A dengan B ternyata tidak berhalangan hukum
untuk kawin, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat
bahwa perkawinan antara B (termohon) dengan xxxx (almarhum) tersebut harus
dinyatakan sah karena telah sesuai dengan hukum Agama Islam yang dianut
keduanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dan akan dinyatakan dalam amar putusan.
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Majelis Hakim telah memberikan pertimbangannya dalam rapat
permusyawaratan hakim sesuai maksud Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No. 4
Tahun 2004 dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hakim
memutuskan mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan sah perkawinan
ayah dengan B yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 1950 di Kantor

Urusan Agama (KUA) Yogyakarta.

b. Pernikahan Siri Setelah Berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

1. Penetapan Nomor: 0069/Pdt.P/2015/PA.Yk

Perkara ini merupakan pernikahan siri yang dilakukan setelah berlakunya
Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, kedua belah pihak tersebut
melangsungkan pernikahannya pada tanggal 23 Maret 2013, di Magelang.
Berdasarkan dalil permohonan para pemohon dan penjelasan dipersidangan,
majelis hakim menemukan fakta pokok bahwa, ketika kedua belah pihak
melangsungkan pernikahan kakak kandung pihak perempua yang seharusnya
menjadi wali nikah tidak bersedia, maka pernikahan dilakukan dengan wali nikah
yang mana dengan pihak perempuan sendiri tidak ada hubungan nasab antara
keduanya. Bukan hanya itu wali nikah tersebut juga bukan wali hakim yang sah,
bahkan pihak perempuan sendiri tidak pernah mengenali wanikah tersebut, dan
didapat dari internet.

Melihat fakta pembuktian dipersidangan, untuk menyatakan sah dan
tidaknya suatu perkawinan, majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 14

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Untuk melaksanakan perkawinan harus

>* putusan Mahkamah Agung, Nomor Putusan 0653/Pdt.G/2016/PA.YKk.
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ada: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, dan e. ijab dan
Kabul”, bahwa khusus mengenai wali nikah, pasal 19 Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya”,
selanjutnya Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebut bahwa “wali
nikah terdiri dari wali nasab, dan wali hakim”.

Selain itu hakim juga mempertimbangkan melihat bahwa pasal 1 Peraturan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Tentang wali hakim
menyebutkan:

1) Wali Nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah
dengan calo mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam;
2) Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

ditunjuk oleh Mentri Agama untuk bertindak sebagai wali;
Dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

1) Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan;

2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindk
sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali
tersebut;

Dapat disimpulkan fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa
wali nikah yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan keduabelah pihak yang
dilaksanakan pada tanggal 23 maret 2013, bukan wali nasab, karena tidak
mempunyai hubungan darah dengan pihak perempuan, dan juga bukan wali hakim
sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam,

karenanya majelis berpendapat wali nikahtersebut, bukan orang yang berhak

menjadi wali dalam pernikahan yang dilangsungkan.
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Karena pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2015
dilakukan oleh wali yang tidak berhak, maka majelis berpendapat pernikahan
yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2015 tersebut tidak memenuhi syarat
dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam, karenanya permohonan patut

ditolak seluruhnya oleh majelis hakim.>*

2. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.YK

Selanjutnya dalam kasus ini ini, berdasarkan bukti para pemohon
bertempat tinggal di kota Yogyakarta, karenanya sesuai maksud Pasal 49 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka
Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
Alasan kedua belah pihak mengajukan permohonn isbat nikah karena belum
mempunyai Buku Akta Nikah, dikarenakan tidak tercatatnya pernikahan pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta tersebut
disebabkan melalui nikah siri dinikahkan oleh Kiyai/ Ustadz Pondok Pesantren di

Kalasan.

Kedua belah pihak mengaku telah melakukan nikah siri pada tanggal 12
April 2015 di Kalasan, hal ini dikuatkan dengan bukti surat P6, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7(2)
(3d) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon telah memenui syarat formil dan

mempuyai kualitas atau hak (Legal Standing/ Burgerlijk Vordering) sebagai orang

> putusan Mahkamah Agung, Nomor Penetapan Nomor: 0069/Pdt.P/2015/PA.Yk
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yang berhak untuk mengajukan tuntutan perdata (Persona standi in Judicio)

dalam perkara perkawinan ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama.

Ketika melakukan pernikahan siri tersebut pemohon | adalah bersetatus
masih beristri dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon II, namun
dalam upaya proses pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Sleman, hal ini
kemudian menyusul terbukti dengan adanya bukti surat P7 (Akta Cerai atas nama
Pemohon | dan Pemohon I, menurut keterangan Pemohon I, pada waktu itu
istrinya (Pemohon I1) sudah mengizinkan dia untuk menikah lagi, akan tetapi
secara siri saja, tidak mengizinkan secara resmi, hal ini dikuatkan dengan bukti
surat P8 (surat pernyataan Termohon), terlihat adanya indikasi rumah tangga ini

sudah diambang perceraian;

Pernikahan siri ini tidak dinikah kan oleh wali nasab tetapi dinikahkan
oleh (munakihnya); Kiyai/ Ustadz, yang dalam keterangannya sebagai saksi
dimuka persidangan, mengatakan bahwa dia berani menikahkan pasangan ini
dikarenakan bahwa diyakinkan orang tua Pemohon Il sudah meretui, ada indikasi
kuatnya keinginan mereka untuk menikah, untuk menghindari akan terjadinya
perzinahan dan Pemohon Il dalam Status janda yang menurut hadist Rasulullah

SAW, seorang janda adalah lebih berhak untuk menikahkan dirinya sendiri

Wali Nasab dalam keterangannya sebagai sanksi menyatakan bahwa dia
dan keluarganya telah setuju anaknya (Pemohon II) itu meikah lagi dengan
pemohon I, dan Pemohon | sudah pernah melamar kepadaya dan telah diterima

lamarannya, dan betul bahwa anaknya saat itu berstatus janda cerai, yang
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dikuatkan dengan bukti syarat P5 (Akta Cerai atas nama Pemohon Il dengan Agus

Bambang Irawan).

Keterangan dari semua saksi, pada pernikahan ini dilakukan pada Ahad
sore setelah Asar, dengan dihadiri oleh keluarga Pemoho | dan dua orang saksi
dengan mahar seperangkat alat sholat. Setelah menikah siri tersebut Pemohon |
dengan Pemohon 11 telah dikaruniai seorang anak laki-laki Pemohon | yang lahir
tanggal 30 Juli 2016 di RS Hidayatullah Yogyakarta sesuai dengan Surat

Keterangan kelahiran tertanggal 20 Juni 2016.

Dalam pernikahan siri ini tidak terlihat adanya indikasi niat buruk atau niat
jahat dari para Pemohon, hal ini dibuktikan bahwa sampai sekarang mereka masih
hidup dalam keadaan rukun dan damai, sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta
adanya niat yang kuat untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan. Maka dari itu untuk kepentingan identitas kependudukan dan
untuk adanya kepastian hukum serta Tertib Administrasi,>> dan untuk
kemaslahatan kehidupan para Pemohon untuk masa yang akan datang, maka

keinginan permohonan ini dikabulkan oleh majelis hakim.

Selama berjalannya persidangan ini pihak termohon tidak hadir dimuka
persidangan, hakim mengacu pada Pasal 125 HIR serta adanya petitum subsidair
para Pemohon yang mohon putusan yang seadil-adilnya, maka majelis hakim
berpendapat bahwa permohonani ini adalah telah cukup beralasan dan tidak

melawan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan verstek.

> Lihat ketentuan pada: Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,
jo, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
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berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Pasal 7 (2), (3d), (4) Kompilasi Hukum Islam dinyataka bahwa:

1) Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam
pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;,

2) Bahwa dalam hal perkawinan tidak dpat dibuktikan dengan akta nikah
dapat diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama;

3) Bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah
perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempuyai halangan
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

4) Bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau
istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan
perkawinan itu;

Atas dasar fakta kejadian tersebut dapat dibuktikan pernikahan para
pemohon memenuhi syarat-Syarat dan rukun-rukun perkawinan sesuai Pasal 6
ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14
sampai demngan 38 Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim perlu
memperhatikan pendapat ahli hukum islam di dalam kitab I ‘anatuth thalibin Juz
Hal 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya; “
Pengakuan Perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan

sahnya perkawinan dahulu seumpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Karena perkawinan para pemohon tersebut sah menurut hukum dan
keduanya belum pernah bercerai hingga sekarang, hal ini telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 7 Kompilasi
Hukum Islam; karenanya patut dipertimbangkan untuk memenuhi kepentingan,
perlindungan dan kepastian hukum bagi pemohon, maka majelis hakim
memberikan keputusan untuk mengetengahkan dalil/hujjah Syari’ah yang diambil

dari kitab-kitab sebagai landasan hukum sebagai berikut:
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1) Kitab Suci Al-Qur’an An-Nur;32 sebagai berikut;

Artinya: “Dan nikahkanlah orang yang sndirian (laki-laki maupun
prempuan) diantara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari
hamba-hamba sahayamu laki-laki dan perempuan, jika mereka itu miskin
Allah akan mencukupkan mereka dengan karunianya dan Allah itu maha
luas karunianya, lagi maha mengetahui”;

2) Hadis Shahih diriwayatkan oleh Ahmad 1/334;

Artinya: “Telah menceritakan kami Abdurrazzaq: telah mengkhabarkan
kepada kami Ma’mar, dari Shahih bin Khaisaan, dari Naafi’ bin Jubair bin
Muth’im, dari Ibnu Abbas: Bahwasannya Rasullulah Shallallahu ‘alaihi
wa sallam bersabda: "ti“ak ada Hak/kuasa bagi seorang wali terhadap
seorang janda. Adapun gadis yatim dimintai izin, dan diamnya adalah
tanda persetujuannya” (Diriwayatkan oleh Ahmad 1/334; shahih).

3) Hadist Shahih diriwayatkan oleh Muslim no 1421, sebaagi berikut:

Artinya: “Ats-tsayyibu (janda) lebih berhak kepada dirinya sendiri
dibandingkan walinya. Adapun seorang gadis dimintai izin, an izinny itu
adalah dengan diamnya”. (H.R. muslim);

4) Hadist Rasullullah SAW sebagai berikut:

Artinya: Aisyah berkata letika datang kepadanya sorang perempuan;
khunsa binti Khidam al-Anshahariyah: “Saya ingin agar para wanita
mengetahui bahwa seorang bapak tidak berhak (memksa/membrikan)
perintah (menikah, jika sang laki-laki dan perempuan tidak sama-sama
suka dan ridho).” (hadist diriwayatkan An Nasaa’1)

5) Kitab Al Asybah Wan Nadhoir hal 138 yang berbunyi:

Aaliaall B Ze 5l e oY) G
Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.

6) Kitab Al Bajuri 1l : 354; Yang berbunyi;
Artinya: Apabila penggugat/ pemohon mmpunyai bukti/ saksi maka hakim
menerima gugatan/Pemohonannya;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut diatas, dan termohon telah

tidak hadir dimuka persidangan, maka berdasarkan Pasal 125 HIR serta adanya
petitum subsidair para pemohon yang memohon putusan yang seadil-adilnya,
maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan ini adalah telah cukup

beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis hakim memutuskan
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untuk mengabulkan dengan verstek® dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1
Undamg-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 maka biaya perkara ini dibeberkan kepada Para Pemohon.*’

*® Verstek adalah kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara
meskipun Tergugat dalam perkara tersebut tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah
ditentukan (menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat), karena tidak hadir maka putusan
tersebut dijatuhkan tanpa bantahan.

>’ putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.YK.



BAB IV

DASAR DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA
ISBAT NIKAH

Isbat nikah adalah upaya penetapan pernikahan yang tidak tercatat atau
tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama
(KUA). Berdasarkan Undang-undang itsbat nikah merupakan kewenangan
Pengadilan Agama. Ketentuan ini secara jelas dituangkan dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI).>®

Mengenai praktik isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
dirasa penting untuk mengemukakan sikap ataupun pandangan hakim dalam
memberikan penetapan isbat nikah, dimana penetapan tersebut tentunya menjadi
pedoman serta rujukan bagi masyarakat untuk mengajukan isbat nikah, bisa
dimungkinkan juga Pengadilan Agama Kota Yogyakarta menjadi pedoman bagi
Pengadilan lainnya. Maka dari itu hakim dituntut mampu memberikan penetapan

yang mengandung kemanfaatan, kemaslahatan, kadilan, serta kepastian hukum.

Setelah penulis melakukan studi lapangan ke Pengadilan Agama
Yoyakarta, melihat kasus permohonan isbat nikah di Pengadilan setiap tahunnya
ada saja perkara yang diajukan, sebut saja pada dua tahun belakangan yakni pada
tahun 2017 sebanyak 5 (lima) perkara masuk ke Pengadilan, dan pada tahun 2018
mengalami peningkatan yakni ada 8 (delapan) perkara dengan alasan yang

berbeda-beda, pihak Pengadilan tidak membeda-bedakan hasil putusan dengan

*® Euis Nurlaelawati, “ Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?, “ Musawa, Vol.
12 No. 2 (2 Juli 2013), him. 271.
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alasan permohonan selagi masih dalam ketentuan syarat yang boleh diajukan

dalam Pasal 7 KHI.

Dalam penelitian lain yang dilakukan Sugeng Yuliono terhadap kasus isbat
nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta sepanjang tahun 2014-2016, ada 13
perkara yang diterima. Menurutnya konstruksi aturan isbat nikah pada Pasal 7
ayat (3e) terkesan terjadi kekaburan dalam memahami perkara yang dapat di
isbatkan, dimana peratura tersebut terksan memberikan kelonggaran terjadinya
pernikahan yang tidak disebutkan dalam syarat-syarat kebolehan untuk
mengajukan permohonan ishat nikah setelah berlakunya UU Perkawinan No. 1

tahun 1974.%°

Berdasarkan syarat-syarat isbat nikah sebagaimana disebut dalam Pasal 7
KHI, dapat disimpulkan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat di
isbatkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan agama pada
umumnya, artinya permohonan isbat nikah yang diajukan melalui Pengadilan
Agama Yogyakarta, setelah melalui persidangan - jika syarat-syarat yuridis
terpenuhi maka hakim akan mengabulkan Permohonan penetapan nikah tersebut,
dan juga sebaliknya jika tidak memenuhi aturan yang ada Hakim akan menolak
permohonan isbat nikah tersebut karena tidak sesuai dengan aturan yang ada.
Namun, hakim juga dapat mengabulkan permohonannya atas dasar keadilan,
diskresi, dan dengan argumentasi logis hakim dapat berijtihad dalam

pertimbangannya seperti melihat sisi Psikologis, Sosiologis, atau pertimbangan

%% Sugeng Yuliono, “Isbat Nikah dalam Praktik di Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa
Yogyakarta,” tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan
Hukum, Program Magister Hukum Islam, Yogyakarta: 2017
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lainnya yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak-pihak ataupun
keluarganya. Contohnya, misalkan tidak dikabulkan akan mempersulit anak yang

dilahirkan dari nikah siri itu untuk dapat membuat akta kelahiran.

Disini penulis ingin memaparkan terkait problematika yang penulis
temukan dilapangan, problematika tersebut terkait dengan ketentuan permohonan
isbat nikah yang dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974. Pada analisis ini melihat perkara di Pengadilan Agama
Yogyakarta atas perkara Nomor Nomor 0069/Pdt.P/2015/PA.YK, Putusan Nomor
0088/Pdt.G/2017/PA.YK. dengan melihat dasar dan pertimbangan hukum hakim
dalam perkara isbat nikah, akan dibahas melalui pengelompokkan tipologi dan

teori yang penulis gunakan yakni teori keadilan, diskresi hakim.

A. Dasar Hukum Hakim dalam Perkara Isbat Nikah

Dalam mengkaji dasar hukum yang digunakan hakim, ada 3 (tiga) sampel
yang penulis gunakan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya terkait
pernikahan siri yang dilakukan sebelum berla kunya UUP dalam Putusan Nomor
0653/Pdt.G/2016/PA.Yk, dan perkara nikah siri setelah berlakunya UUP dalam
Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2015/PA.YK, Putusan Nomor

0088/Pdt.G/2017/PA.YK.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama salah satu Hakim
Pengadilan Agama Kota Yogyakarta terkait dengan praktik isbat nikah di
Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, berikut dasar hukum yang digunakan hakim

akan diuraikan dalam pembahasan dibawah ini.
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Dasar hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah
mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:
“Perkawinan adala sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 64 Undang-UndanAg Nomor 1 Tahun
1974 disebutkan bahwa “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan
dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang
dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah”. Pasal 7 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a,) (b,) (c), (d,) dan (e).

Hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta telah memahami aturan
mengenai isbat nikah dengan baik. Dalam kaitannya dengan perkara yang masuk,
Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara
yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Diatur dalam
Pasal 16 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

berbunyi:

“pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak
ada atau kurang jelas, malainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya”®

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Agama

Yogyakarta ibu Dra. Hj Siti Baroroh, M.Si mengungkapkan: “Semua kasus yang

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman
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masuk kita periksa, dan pertimbangkan. Masalah penetapannya nanti melihat dari

bukti yang ada, jika memenuhi ya kita isbatkan”®

Menyinggung terkait adanya dualisme hukum dimana persoalan
pencatatan perkawinan dalam hukum nasional ada dua, yaitu pada UU No. 1
Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan KHI Pasal 5, ayat (1 dan 2),
dimana dualisme tersebut disebabkan oleh dominasi doktrin ulama (politik Islam)
pada proses legislasi UUP, dan aspek keabsahan UUP No.1 Tahun 1974
berimplikasi multi-interpretasi  keabsahan.®” Hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta tidak menyetujui adanya anggapan dualisme hukum tersebut, beliau
beranggapan bahwa tidak boleh mencampur adukkan antara hukum nasional dan

agama karena memiliki wilayah masing-masing.®®

“Sebenarnya tidak ada dualisme hukum itu, itukan hanya persepsi orang.
Yang membeda-bedakan dan membandingkan antara hukum Negara
dengan hukum Islam”

Dalam kaitannya dengan perkara yang masuk di Pengadilan, Hakim tidak
membeda-bedakan alasan permohonan baik karena nikah siri poligami, nikah siri
di bawah umur, dan lain sebagainya. Semua alasan bisa diajukan permohonan
berdasarkan aturan yang berlaku, masalah dikabulkan atau tidak tergantung pada

pemeriksaan perkara dipersidangan, jika bukti-bukti yang ada dinilai kuat majelis

8 \Wawancara dengan Siti Baroroh, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 02
Januari 2019

82 Muhammad Sodiq, “Dualisme Hukum di Indonesia: Kajian Tentnag Peraturan
Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan,” Al-Ahwal, Vol. 7, No. 2 (2014 M/1436 H), him.
1009.

® Wawancara dengan Siti Baroroh, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 02
Januari 2019
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hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut sehingga pernikahan siri yang
dilkukan dapat diakui secara sah dan memiliki kekuatan hukum tetap dihadapan

Negara.

Untuk pemeriksaan perkara yang masuk hakim terlebih dahulu mengkaji
legal standing para pihak, memperhatikan kompetensi absolute dan kompetensi
relative Pengadilan Agama Yogyakarta, alasan pokok para pihak, kemudian untuk
dasar hukum yang akan digunakan hakim yaitu dengan menggali fakta-fakta serta
bukti saksi yang ada untuk kemudian menetapkan dasar hukum apa yang akan

digunakan.

Selain menggunakan aturan-aturan yang sudah terkodifikasi yakni
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
(KHI) sebagai sumber materiil. Hakim juga merujuk pada Al-qur’an, hadits
shahih, serta Kitab-kitab figih klasik. Sebagai contoh dalam putusan No.
0088/Pdt.G/2017/PA.YK dalam perkara tersbut selain merujuk pada peraturan
yang sudah terkodifikasi, hakim menggunakan pertimbangan hukum melalui
dalil/hujjah Syariyah berupa kitab suci Al-qur’an surat An-Nur:32, hadits shahih
imam muslim no.1421 yang menjelaskan bahwa seorang janda memiliki hak
untuk menikahkan dirinya sendiri. Dan kitab Al Asybah Wan Nadhoir Hal 138
yang meneragkan bahwa seorang pemerintah mengurus rakyaknya dengan
kemaslahatannya, ini juga dijadikan landasan hakim dalam mengabulkan putusan

tersebut demi kemaslahatan.
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Dasar hukum menggunakan kitab-kitab figih klasik tersbut bukan tanpa
dasar, berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No.B/1/735 Dalam huruf

b surat Edaran tersebut di Jelaskan sebagi berikut:

“Untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan
perkaramaka para hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah
dianjurkan agar mempergunakan sebagi pedoman kitab-kitab tersebut di
bawah ini: 1.Al-Bajuri 2.Fathulmui’in 3.Syarqowi alat’ tahrir
4.Qolyubi/Mahalli  5.Fathul Wahab dengan Syarahnya 6.Tuhfah
7.Targhibul Musytag 8.Qowanin syar’iyah lis sayyid bin Yahya
9.Qowanin syar’iyah lis sayyid Sadagah Dachlan 10.Syamsuri fil Fara’idl
11.Bughyatul Musytarsyidin 12.Alfiqu Alaa Mandzahibil Arba’ah
13.Mughnil Muhtaj.”®*

Pengutipan dari kitab-kitab figih klasik, kaidah figiyyah merupakan salah
satu identitas intelektual bahwa para hakim Pengadilan Agama adalah para ilmuan
dalam hukum Islam dan tetap menghormati para fugaha (pakar hukum Islam)
terkemuka di dunia Islam dengan mengambil alih pendapat mereka yang memiliki

relefansi dengan perkara yang sedang diperiksa dan di adili.

Berbeda dengan hasil putusan diatas, dalam Penetapan Nomor:
0069/Pdt.P/2015/PA.Yk. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menolak
permohonan para pemohon seluruhnya. Dalam kasus ini ada 3 landasan hukum

yang digunakan hakim sebagai dasar hukum yang digunakan yakni:

Pertama, berdasarkan pasal 14 KHI yang menyebutkan: “untuk

melaksanakan perkawinan harus ada: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah,

* Surat Edaran Biro Peradilan Agama No.B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai
pelaksana
PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/ Mahkamah Syariah di Luar Jawa d
anMadura. 13 kitab klasik tersebut merupakan rujukan utama dalam pembuatan Kompilasi Hukum
Islam,selain kitab-kitab figih lainnya.
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d. dua orang saksi, dan e. ijab dan Kabul.” Pada kasus ini ada salah satu syarat
yang tidak terpenuhi yaitu huruf ¢ (wali nikah). Kedua, berdasarkan pada pasal 19
KHI menyebutkan: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya”, wali
nikah sendiri terdiri dari wali nasab dan wali hakim, yang menjadi permasalahan

wali dari pihak perempuan bukan termasuk wali hakim dan wali nasab.

Ketiga, berdasarkan pada pasal 1 dan pasal 23 Peraturan Mentri Agama

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang wali hakim menyebutkan:

1) Wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan
darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum
Islam;

2) Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang
ditunjuk oleh Mentri Agama untuk bertindak sebagai wali;

Pasal 23 KHI menyebutkan:

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali
nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak
diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan;

2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka waali hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengedilan agama
tentang wali tersebut;

Dalam kasus tersebut diketahui bahwa wali nasab dari perempuan tidak
bersedia menjadi wali dalam pernikahan, maka dihadirkanlah wali pengganti,
namun bukan pula wali hakim dan diketahui bahwa yang menjadi wali dalam
pernikahan itu didapat dari media sosial, yang mana pihak perempuan sendiri
tidak mengenali wali tersebut sebelumnya. Maka atas dasar itu hakim menyatakan

menolak permohonan ini karena ada syarat perkawinan yang tidak dipenuhi yang

mengakibatkan tidak sahnya suatu perkawinan tersebut.
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Lain halnya dengan Putusan Nomor 0653/Pdt.G/2016/PA.Yk, merupakan
perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UUP Tahun 1974 yakni
dilaksanakan pada 14 Oktober 1950, dalam kasus ini hakim menggunakan dasar
hukum yaitu; pada pasal 14 sampai 38 KHI, Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 22,
23,24, pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39
sampai 44 KHI. Selain itu hakim juga berdasarkan pada ketentuan pasal 7 ayat (3)
huruf (d) dan (e) ditentukan bahwa isbat nikah yang dapat dijaukan ke Pengadilan

Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(d) adanya perkawina yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974;

(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undng-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Atas dasar hukum tersebut diatas, hakim memberikan pustusan mengabulkan
permohonan ishat nikah atas pernikahan siri yang dilakukan sebelum berlakuya

UUP Tahun 1974.

B. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah

Melihat hasil putusan pengadilan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, dalam putusan perkara isbat nikah yang dilakukan sebelum
berlakunya UUP, dan 2 (dua) kasus isbat nikah dalam perkara nikah siri yang
dilakukan setelah berlakunya UUP, dengan hasil putusan maupun ketetapan yang
berbeda dikabulkan dan ditolak, sekiranya perlu menguraikan bagaimana atau apa
pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara isbat nikah.
Terlebih pada Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2015/PA.YK, dan Putusan Nomor

0088/Pdt.G/2017/PA.YK. Keduanya merupakan perkara pernikahan siri yang
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dilakukan setelah berlakunya UUP, dengan hasil akhir penetapan putusan yang
berbeda, dikabulkan dan ditolak. Berdasarkan fakta persidangan dan dasar hukum
yang digunakan hakim, maka perlu diketahui juga pertimbangan apa yang
digunakan hakim dalam memutus perkara isbat nikah. Terdapat 2 (dua) tipologi
pemahaman yang dapat dikelompokkan, pertama pertimbangan dengan maslahah
mursalah, kedua kaitannya dengan pertimbangan berdasarkan hukum negara yang

telah terkodifikasi.

1. Pertimbangan berdasarkan Maslahah Mursalah
Hakim memiliki kewenangan untuk memeberikan argumentasi hukum,
atau Legal Reasoning, berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, atau
teologis yang dapat memberikan kemanfaatan dan keadilan hukum, legal
reasoning juga merupakan hasil ijtihad hakim dalam membuat putusan. tetapi
adanya pemahaman tersebut tidak boleh keluar ataupun betentagan dengan
peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya, seperti halnya

pemahaman maslahah mursalah ini.

Untuk memahami bagaimana hakim menggunakan pertimbangan dengan
maslahah mursalah, perlu diketahui dahulu makna maslahah dalam kajian ushul
figih. Kata maslahah semakna dengan kata manfaat, yaitu bentuk masdar yang
berarti baik dan mengandung manfaat. Maslahah merupakan bentuk mufrod
(tunggal) yang jama’nya (prural) mashalih. Dari makna kebahasaan ini dipahami

bahwa maslahah meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara
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mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan

menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.®

Abu Zahrah mendefenisikan Maslahah mursalah sebagai berikut:*®
“Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan maksud syar’i

tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya.”

Menurut ulama ahli ushul yang dijelaskan oleh Imam Al Ghazali

menjelaskan maslahah mursalah yaitu:

“Al maslahah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau
menolak mudharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah
demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan
menafikkan kemudharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari
mahluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan mahluk terletak terletak pada
tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksud dengan al
maslahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara’ adapun tujuan
syara’ yang berhubungan dengan mahluk ada lima, yakni: pemeliharaan
atas mereka (para mahluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal
mereka, nasab atau kurunan mereka dan harta mereka, maka setiap sesuatu
yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar
tersebut adalah al maslahah, dan setiap sesuatu yang menafikkan lima
pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya
(sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar ) adalah al maslahah.”

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Hakim dilarang untuk
menolak perkara yang masuk, selagi perkara tersebut masih menjadi kompetensi
Pengadilan Agama, termasuk isbat nikah yang dilakukan setelah berlakunya UUP.
Secara tekstual peraturan boleh nya pengajuan isbat nikah setelah berlakunya

UUP tidak tertulis secara jelas dalam KHI pasal 7.

% Said, Ramadhan al-Buthi, Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari‘ah al-lslamiyah, (Beirut:
Muassah al-Risalah,1977), Cet. Ke-3, him. 2.

% Firdaus, Ushul Figih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara
Konprehenshif, Cet. Pertama, (Jakarta: Zikrul Hakim,2004), him. 1.
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Adapun terhadap perkawinan dibawah tangan yang terjadi setelah lahirnya
UUP Tahun 1974 dalam perkara Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.YK. Maka hakim
dalam hal ini merujuk pada ketentuan pasal 7 KHI ayat 3 huruf (e) yang berlaku
secara umum untuk setiap perkawinan dibawah tangan yang terjadi dengan syarat
terbukti pada pemeriksaan dipersidangan bahwa perkawinan tersebut telah
berlangsung secara sah, terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada larangan
perkawinan menurut hukum agama maupun undang-undang yang dilanggar, maka

hakim mempunyai dasar untuk mengabulkannya.

Disinilah hakim berperan menentukan landasan hukum bagi perkara yang
tidak diatur secara tekstual oleh undang-undang, dan dalam perkara ini hakim juga
menggunakan maslahah mursalah untuk mencapai kemanfaat menghilangkan
kerugian. Dengan berbagai timbangan terhadap kasus ini yakni termasuk
diantaranya demi kepastian hukum atas anak yang telah dilahirkan dalam

pernikahan siri tersebut.

Meskipun kelonggaran terhadap pengesahan pernikahan siri setelah
berlakunya UUP ini bisa saja membuat pernikahan siri ini semakin masif.
Walaupun demikian, berdasarkan kenyataannya celah atau pintu yang diberikan
KHI ini lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Islam, dan pada
kenyataanya kebayakan alasan melakukan nikah siri ini beragam dan sebagian
bukan kehendak mempelai untuk melakukan nikah siri tetapi karena alasan
mendesak, ataupun mungkin memang kebiasaan atau adat maupun kepercayaan

daerah setempat.
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2. Pertimbangan Berdasarkan Hukum Negara

Pertimbangan ini dimaksudkan, hakim menggunakan dasar-dasar
peraturan yang memang sudah ditetukan dalam undang-undang serta melihat
fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang
telah ditetapkan sebagai sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pada
perkara nomor 0069/Pdt.P/2015/PA.YK yang merupakan permohonan isbat nikah
status nikah siri setelah belakunya UUP, hakim menolak mengisbatkan
permohonan ini, berbanding terbalik dengan kasus sebelumnya. Dapat dilihat
bahwa hakim teta mempertimbangkan aspek-aspek yang sudah diatur dalam
undang-undang, pada kasus ini majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 14
Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan terkait syarat sah nya perkawinan,
yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul,
apabila salah satu saja syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak sah lah
perkawinan tersebut. Pada saat pembuktian, hakim menemukan fakta
dipersidangan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perkawinan ini ada
syarat yang tidak dipenuhi prihal yang menjadi wali bagi perempuan, Pasal 20
ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali
nasab, dan wali hakim. Dijelaskan pada pasal 1 Peraturan Menteri Agama

Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Tentang wali hakim.

Fakta persidangan mengungkapkan orang yang menjadi wali dalam
pernikah tersebut bukan termasuk wali nasab karena tidak memiliki hubugan
darah, bukan pula wali hakim sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) Peraturan

Menteri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim jo Pasal
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23 Kompilasi Hukum Islam. Maka dari itu menimbang ada aturan hukum yang
dilanggar, hakim memutuskan untuk menolak permohonan isbat nikah tersebut
dengan dalih kecacatan syarat pernikahan, dikarenakan menjadikan seorang wali

yang tidak mempunyai kuasa sebagai wali dalam pernikahan.

C. Asas Keadilan dan Diskresi hakim

Keadilan menjadi sesuatu yang sangat penting, idiologi bangsa indonesia
yakni pancasila dan UUD 1945 juga menjadikan keadilan sebagai komponen
yang ada didalamnya untuk di implementasikan dalam kehidupan berbangsa, dan
bernegara. Dalam idiologi kita dapat dilihat pada panca ke 5 (lima): “ Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” dan dalam UUD 1945 ada pada pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu hakim juga ketika memutus perkara

tidak boleh melupakan landasan utama yakni keadilan.

Perkawinan adalah hak asasi bagi setiap warga negara yang telah
memenuhi persyaratan untuk melaksanakannya, karenanya perkawinan haruslah
dilandasi dengan itikad baik bagi kedua belah pihak, dengan niat dan itikad baik
maka diharapkan perkawinan akan langgeng dan mendapat keridhaan Allah dan
bernilai ibadah. Bahwa pernikahan merupakan hak asasi manusia bagi setiap
warga Negara, pada Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 pada

perubahan kedua. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
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Atas dasar keadilan dan kesamaan hak ini, Pengadilan Agama
sebagaimana peradilan lainnya, mempunyai tugas utama atau tugas pokok
menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara. Pengadilan
dilarang menolak suatu perkara karena hukumnya tidak jelas atau belum ada,
semua perkara harus diproses sesuai aturan yang berlaku, demikian pula halnya
dengan perkara isbat nikah. Pengadilan Agama wajib menerima, memeriksa dan
mengadili permohonan isbat nikah yang telah didaftarkan sesuai dengan aturan
yang berlaku. Dalam tahap persidanganlah hakim akan memutuskan apakah

permohonan isbat nikah tersebut dikabulkan atau ditolak.

Penekana pada asas keadilan ini, mengartikan bahwa hakim harus
mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat (living law), yang
merupakan kebiasaan dan ketentuan hukun yang tidak dituliskan. Dalam
keadilanpun harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, dan masyarakat.
Selain itu keadilan dari masyarakat tertentu juga belum tentu sama dengan rasa
keadilan masyarakat lainnya. Jadi dalam mempertimbangkan keputusannya,
hakim harus mampu menggambarkan semua hal itu manakala hakim memilih asas
keadilan masyarakat tertentu, misalnya sebagai dasar untuk menjatuhkan

putusan.®’

Hakikatnya isbat nikah bisa juga ditempatkan sebagai sebuah diskresi baik
dalam peraturan yang mengatur maupun dalam praktiknya atau dalam

mengimplementasikannya. Isbat nikah merupakan diskresi hukum dalam arti

®” Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif,
(Jakarta: Sinar Grafika,2010), him.134-135.
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sebuah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat
pemerintah.®® Penggunaan diskresi dalam sebuah peraturan perundangan termasuk
isbat nikah sangat dimungkinkan asal tidak bertentangan dengan tujuan diskresi
itu sendiri. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu
hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan

dan/atau tindakan.®®

Selain itu dalam implementasi itsbat nikah, hakim dapat melakukan
diskresi. Diskresi hakim di sini pada dasarnya adalah kemerdekaan untuk dapat
bertindak atas inisiatif sendiri agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang

sifatnya genting.

Dapat disimpulkan dalam prakatiknya hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta untuk menangani permohonan isbat nikah yang dilakukan atas
pernikahan siri setelah berlakunya UUP, hakim menggunakan ratio legis mencari
alas hukum yang membolehkan pengadilan agama menerima perkara itsbat nikah
meski perkawinan yang dimohonkan isbat tersebut terjadi setelah berlakunya

Undang-Undang Perkawinan.

Setidaknya terdapat dua alasan Pengadilan Agama Yogyakarta, dan

Pengadilan Agama pada umumnya yakni dapat menerima dan memutus perkara

% Menurut Pasal 1 Angka 9 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014, diskresi adalah
keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk
mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal
peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak
jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan.

% Ramdani Wahyu Sururi, “ Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem
Hukum Perkawinan di Indonesia,” Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XI No. 2
(Desember 2017), him. 237.
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itsbat nikah terhadap perkawinan pasca berlakunya UndangUndang Perkawinan.
Pertama, berkaitan dengan asas ius curia novit yakni hakim dianggap mengetehui
hukum itsbat nikah, dan asas kebebasan Hakim untuk menemukan hukumnya
terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya
(rechtsvacuum). Kedua, pendekatan sosiologis yang mendorong hakim
menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan
penafsiran teleologis (penafsiran sosiologis) terhadap peraturan lain yang ada
hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak stagnan,
melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan

hukum yang hidup dan berkembang (living law) di masyarakat.

Menurut Purnadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto, sebagaimana
dikutip
oleh Ahmad Rifai, hakim mempunyai diskresi bebas, perasaannya tentang apa
yang
benar dan apa yang salah merupakan pengarahan sesungguhnya untuk mencapai
keadilan.”’ Dikemukakan, ajaran hukum bebas (freirechtslehre) memberikan
kepada hakim kehendak bebas dalam pengambilan keputusan. Hakim dapat
menentukan putusannya tanpa harus terikat pada Undang-Undang. Indonesia

sebagai Negara yang menganut ajaran hukum bebas, memberikan kebebasan

" Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif ,
(Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), him. 78.
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kepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat untuk

dijadikan dasar dari pengambilan putusannya.”

Melihat fungsi dan peran Hakim untuk menggali hukum yang hidup dalam
masyarakat dikarenakan tidak lengkapnya peraturan perundang-undangan untuk
memenuhi segala peristiwva hukum atau tuntutan hukum, maka dengan
mengalaskan pada ajaran Cicero ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat di
sanalah ada hukum), maka kekosongan hukum pun dipandang tidak pernah ada,
dengan reasioning setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk menciptakan

kaidah kaidah hukum apabila hukum resmi tidak memadai atau tidak ada."

Bisa dikatakan, pola pikir inilah yang mengarahkan Hakim Pengadilan
Agama Yogyakarta untuk dapat menerima perkara permohonan isbat nikah atas

pernikahan yang berlangsung setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan.

™ Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

2 Abdurrahman dkk, Bagir Manan llmuwan dan Penegak Hukum (Kenangan Sebuah
Pengabdian), (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), him.13.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terkait dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam
penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menangani perkara isbat nikah, sejatinya hakim Pengadilan Agama
Kota Yogyakarta, tidak membedakan dari sisi apakah pernikahan siri
dilakukan sebelum berlakunya UUP atau sesudah berlakunya UUP.
Namun, lebih melihat fakta-fakta dapat dibuktikan atau tidaknya
pernikahan yang telah dilangsungkan dimuka pengadilan, selain itu hakim
mempertimbangkan hak para pihak terutama hak istri dan anak yang
dilahirkan. Karena dalam kasus pernikahan siri, dominan merugikan pihak
istri dan anak karena tidak mempunyai status hukum yang jelas.

2. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menangani perkara isbat
nikah berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), pasal 64 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
huruf (a,) (b,) (c), (d,) dan (e), hakim juga merujuk pada Al-qur’an, hadits
shahih, serta kitab-Kkitab figih klasik.

3. Hakim dalam penyelesaian perkara isbat nikah diperlukan suatu
pertimbangan hukum, terdapat 2 tipologi pertimbangan hakim di
Pengadilan Agama Yogyakarta. Pertama, pertimbangan dengan

menggunakan prinsip maslahah mursalah dimana hakim dalam
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memberikan putusan ataupun penetapan, perlu mempertimbangkan dari
segi kebaikan dan menghilangkan keburukan bagi pemohon maupun
termohon, dari akibat putusan/penetapan yang diberikan majlis hakim.
Kedua, adanya pemahaman hakim atas hukum Negara, walaupun hakim
memiliki kewenangan untuk berijtihad tidak membuatnya melupakan
nilai-nilai peraturan yang sudah terkodifikasikan. Antara keduanya tidak
boleh bertentangan tetap melihat nilai-nilai peraturan yang ada.

4. Setidaknya ada dua alasan mengapa hakim menerima perkara isbat nikah
atas perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya UUP. Pertama,
berkaitan adanya asas ius curia novit hakim dianggap mengetahui hukum,
tidak ada alasan menolak untuk memproses suatu perkara dengan dalih
tidak ada aturan yang mengaturnya. Kedua, hakim dapat menggunakan
diskresi untuk memberikan kebebasan kepada hakim dalam menggali
nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat untuk dijadikan dasar dari

pengambilan putusannya.

B. Saran
1. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta sekiranya perlu memberikan
pertimbangan yang lebih ketat terhadap permohonan isbat nikah atas
pernikahan siri yang dilakukan setelah berlakunya UU Perkawinan tahun
1974. Bisa dengan upaya memberikan sanksi hukum agar masyarakat

tidak megampangkan untuk melakukan pernikahan siri.
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2. Melihat dengan masih adanya isbat nikah yag diajukan dalam perkawinan
yang berlangsung setelah berlakunya UUP. Ini menandakan masih ada
sebagian masyarakat yang kurang mengerti akan pentingnya pencatatan
perkawinan, selain upaya penertiban administrasi juga memberikan
perlindungan hukum kepada suami, istri, serta anak yang dilahirkan. Maka
dirasa perlu adanya himbauan atau sosialisasi terhadap masyarakat akan
pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat buruk dari pernikahan siri
itu sendiri.

3. Ada dampak yang kurang baik dari akibat banyaknya isbat nikah yang
dikabulkan, dapat memicu masyarakat menyepelekan dan meremehkan
pentingnya pencatatan nikah. Meraka akan beranggapan “toh...nantinya
bisa diisbatkan bila dibutuhkan”. Maka Pengadilan Agama Yogyakarta
dan Pengedilan Agama pada umumnya diprlukan kehati-hatian dalam
pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.

4. Perlu adanya keseriusan pemerintah dalam menangani nikah siri ini supaya
tidak tumbuh secara massif dalam masyarakat. Bisa dengan mengadakan
penyuluhan akan pentingnya pernikahan secara resmi dan akibat
pernikahan yang tidak dicatatkan, yang dimaksimalkan dari pihak KUA

sendiri dapat bekerja sama dengan DEPAG.
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Januari 2019.

“Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Yogyakarta”

https://pa-yogyakarta.net/, akses 03 maret 2019.



https://pa-yogyakarta.net/

LAMPIRAN-LAMPIRAN

87



10.

88

PEDOMAN WAWANCARA

Apakah semua nikah siri dalam prakteknya dapat di isbatkan?

Apakah isbat nikah dapat menjadi perkara kontensius?

Apakah ada standar ataupun ketentuan dalam memberikan kebijakan yang
digunakan untuk pengajuan isbat nikah?

Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait adanya dualisme hukum perkawinan
yang menyatakan bahwa perkawinan sah menurut agama tetapi belum sah
menurut Negara?

Apa saja yang perlu diperiksa oleh hakim dalam persidangan isbat nikah?
seberapa penting keberadaan saksi dalam persidangan isbat nikah?

Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam perkara isbat nikah?
Bagaimana akibat hukum bagi perkara isbat nikah yang dikabulkan ataupun
ditolak?

Apa solusi yang diberikan bagi pemohon pengajuan isbat nikah yang
ditolak/dicabut?

Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait penyelesaian isbat nikah atas

perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya UUP?
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TRANSKIP WAWANCARA

1. Transkip Wawancara Peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

Nama

Jabatan : Hakim
Instansi

Tempat Wawancara : Ruang Hakim

Waktu Wawancara

: Dra. Hj Siti Baroroh, MSI

: Pengadilan Agama Yogyakarta

: 02 Januari 2019

Pertanyaan

Jawaban Narasumber

1.

Apakah semua nikah siri
dalam prakteknya dapat di
isbatkan?

Semua kasus yang masuk Kita
periksa, dan pertimbangkan. Masalah
penetapannya nanti melihat dari bukti
yang ada, jika memenuhi ya kita
isbatkan.

2.

Apakah isbat nikah dapat
menjadi perkara kontensius?

lya bisa saja, pengajuan perkara
isbat nikah dengan alasan yang ada di
pasal 7 ayat 3 huruf (b), (c), (d) dan
(e) bisa termasuk permohonan atau
gugatan, nanti tergantung siapa yang
mengajukan. Kalau yang mengajukan
suami istri jadi perkara volunteer,
tapi semisal yang mengajukan pihk
lain  yang  berkepentingan bisa
menjadi perkara kontensius.

Apakah ada standar ataupun
ketentuan dalam memberikan
kebijakan yang digunakan
untuk pengajuan isbat nikah?

Standar pasti ada, agar perka yang
diajukan sudah memenuhi kualifikasi
atau tidak, memenuhi persyaratan
pengajuan atau tidak. Persyaratan

pun tidak memberatkan untuk
pengajuan isbat nikah  seputar
identitas dan lain-lain.

4. Bagaimana pendapat | Sebenarnya tidak ada dualisme
bapak/ibu  terkait adanya | hukum itu, itukan hanya persepsi
dualisme hukum perkawinan | orang. Yang membeda-bedakan dan
yang menyatakan bahwa | membandingkan  antara  hukum
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sah  menurut
belum sah

peerkawinan
agama tetapi
menurut Negara?

Negara dengan hukum Islam.

Apa saja yang perlu diperiksa
oleh hakim dalam persidangan
ishat nikah?

Keterangan dari Pemohon, termohon,
saksi-saksi pendukung, serta berkas
yang sudah disiapkan sebagai bukti
yang diperiksa

Seberapa penting keberadaan
saksi dalam persidangan isbat
nikah?

ini
ingin

Permohonan  ishat  nikah
tujuannya pihak Pemohon
mengesahkan pernikahan, dimuka
pengadilan  peran saksi  sangat
penting sebagai pendukung bukti atas
perkawinan yang sudah dilakukan.

Apa dasar hukum yang
digunakan  Hakim  dalam
perkara isbat nikah?

Bisa lihat di Kompilasi Hukum
Islam, Pasal 7 menjadi dasar hukum
yang digunakan hakim, untuk perkara
isbat nikah

Bagaimana akibat hukum bagi
perkara isbat nikah yang
dikabulkan ataupun ditolak?

Akibat hukumnya bagi perkara yang
dikabulkan adalah sahnya
perkawinan tersebut di mata Negara,
mempunyai legalitas dan kekuatan
hukum. Dan bagi perkara yang
tertolak ini biasanya kurang adanya
bukti yang mendukung untuk
mengesahkan pernikahan itu,
misalkan saja ada rukun atau syarat
pernikahan yang tidak terpenuhi.

Apa solusi yang diberikan
bagi pemohon pengajuan isbat
nikah yang ditolak?

Solusinya bisa mengajukan
permohonan ishat nikah lagi, dengan
melengkapi bukti-bukti  pendukung
yang menguatkan pernikahan itu.

10.

Bagaimana pendapat
bapak/ibu terkait penyelesaian
isbat nikah atas perkawinan
yang dilakukan setelah
berlakunya UUP?

Ya memang dalam pasal 7
disebutkan  isbat  nikah  untuk
pernikahan yang dilakukan sebelum
berlakunya Undang-Undang
Perkawinan (UUP), dalam keadaanya
dilapangan itu ada saja kasus, atau
alasan permohonan yang mungkin
bisa dibilang undang-undang tidak
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mengatur. Disitulah biasanya hakim
itu dalam mengambil keputusan
melihat fakta-fakta yang ada, yang
relevan dan kaidah hukum yang ada
menjadi landasannya. Untuk hal
pengajuan isbat nikah setelah
berlakunya UUP menggunakan pasal
7 ayat (3) huruf (e) KHI.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0069/Pdt.P/2015/PA.Yk

ezl gzl alll o,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam
perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di
Tegalrejo Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon |;

PEMOHON II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di
Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon II;
Dalam hal ini didampingi kuasanya ISKANDAR MUDA,
S.H., Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan
Monjali Gemawang RT.01 RW.43 No. 64 Sinduadi Miati
Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26

Agustus 2015;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Him. 1 dari 10 him. Penetapan No.0069/Pdt.P/2015/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13
Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Yogyakarta Nomor: 0069/Pdt.P/2015/PA.Yk mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan
perkawinan pada tanggal 23 Maret 2013 di Magelang
dengan wali nikah WALI NIKAH dengan mahar uang tunai
sebesar Rp.2.331.300,- (dua juta tiga ratus tiga puluh satu
ribu tiga ratus rupiah) dengan disaksikan dua orang saksi
kerabat maupun saudara Pemohon | dan Pemohon Il
diantaranya adalah SAKSI | NIKAH dan SAKSI || NIKAH;

2. Bahwa perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak
tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan belum
pernah mengurus akta/buku nikah;

3. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada
pertalian nasab, pertalian sesusuan serta memenuhi syarat
dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan,
baik “menurut hukum maupun peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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4. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon |
berstatus jejaka umur 35 tahun dan belum nikah sedangkan
Pemohon |l berstatus janda berusia 31 tahun mempunyai
anak 1;

5. Bahwa setelah perkawinan Pemohon | dengan Pemohon I
bertempat tinggal di rumah Pemohon | dan belum pernah
mengurus akta/buku nikah;

6. Bahwa dari perkawinan Pemohon | dengan Pemohon I
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu ANAK
PEMOHON, lahir di Yogyakarta 10 Oktober 2013;

7. Bahwa sejak perkawinan sampai sekarang tidak pernah
bercerai maupun pindah agama, Pemohon | dengan
Pemohon Il beragama Islam dan tidak pernah mendapat
gugatan dari pihak manapun terutaman masyarakat dimana
Pemohon | dengan Pemohon II tinggal berkenaan dengan
keabsahan perkawinan tersebut;

8. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il sangat
membutuhkan bukti perkawinan tersebut untuk kepastian
hukum serta mengurus akta kelahiran anak Pemohon |
dengan Pemohon Il yang bernama ANAK PEMOHON;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi

kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat

Hlm. 3 dari 10 him. Penetapan No.0069/Pdt.P/2015/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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(1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon |
dengan Pemohon Il akan melaporkan penetapan
Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan
Tegalrejo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;
10.Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di
atas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
c.g. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Isbat Nikah ini agar berkenan
memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:
PRIMAIR :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (PEMOHON I|) dengan
Pemohon II (PEMOHON ll) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret
2013 di Magelang;
3. Menyatakan bahwa ANAK PEMOHON adalah anak sah dari Pemohon
| (PEMOHON I) dengan Pemohon Il (PEMOHON lI);
4. Memerintahkan kepada Pemohon | (PEMOHON I) dengan Pemohon
I (PEMOHON II) untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA
Kecamatan Tegalrejo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
SUBSIDAIR :
Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan Isbat Nikah ini akan
memberikan putusan lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para
Pemohon dengan didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, lalu
dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para
Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

e Bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya, karena
waktu itu kakak kandung Pemohon Il yang seharusnya menjadi wali,
tidak mau menikahkan, dengan alasan saudara-saudara Pemohon Il
yang nikahnya diwalikan oleh Kakak Pemohon Il, pernikahannya selalu
gagal;

e Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sudah datang ke KUA, dan KUA
menyarankan untuk mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan
Agama, namun Pemohon | dan Pemohon |l tidak mengajukan ke
pengadilan Agama karena trauma, dan ketika mau mengajukan ke
Pengadilan Agama Pemohon | sakit;

e Bahwa kemudian pernikahan dilakukan dengan wali nikah bernama
WALI NIKAH;

e Bahwa antara Pemohon Il dengan WALI NIKAH tidak ada hubungan

nasab, dan WALI NIKAH bukan wali Hakim, serta baik Pemohon |

Hlm. 5 dari 10 him. Penetapan No.0069/Pdt.P/2015/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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maupun Pemohon |l tidak pernah kenal sebelumnya dengan WALI
NIKAH tersebut;

e Bahwa Pemohon mendapatkan wali bernama WALI NIKAH tersebut dari
Blok di Web Site, ada yang bersedia menjadi wali, kemudian Pemohon
mengubungi wali tersebut, dan benar ia bersedia menjadi wali nikah
Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka
ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon serta
penjelasannya di persidangan, Majelis telah menemukan fakta yang pokoknya
bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 23 Maret 2013, di Magelang. Karena kakak kandung Pemohon Il yang
seharusnya bertindak sebagai wali, tidak bersedia menjadi wali nikah, maka
pernikahan dilakukan dengan wali nikah bernama WALI NIKAH, namun antara
Pemohon Il dengan wali nikahnya tersebut tidak ada hubungan nasab, serta

wali nikah bernama WALI NIKAH bukan wali hakim yang sah, bahkan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Il tidak pernah mengenal wali nikah bernama WALI NIKAH tersebut, dan wali
nikah bernama WALI NIKAH tersebut didapat melalui internet;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sah dan tidaknya suatu
perkawinan, majelis mempertimbangkan berdasarkan Pasal 14 Kompilasi
Hukum Islam yang menyebutkan: “Unfuk melaksanakan perkawinan harus ada:
a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi, dan e. ljab
dan Kabul”;

Menimbang, bahwa khusus mengenai wali nikah, Pasal 19 Kompilasi
Hukum Islam menyebutkan: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun
yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk
menikahkannya”, selanjutnya Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan bahwa “Wali nikah terdiri dari Wali nasab, dan Wali hakim”.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menyebutkan:

1. Wali Nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai
hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah
menurut hukum Islam;

2. Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali
nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Hlm. 7 dari 10 him. Penetapan No.0069/Pdt.P/2015/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali
nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak
diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan;

2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan
Agama tentang wali tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,
terbukti bahwa wali nikah bernama WALI NIKAH yang bertindak sebagai wali
dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal
23 Maret 2013, bukan wali nasab, karena tidak mempunyai hubungan darah
dengan Pemohon I, dan juga bukan wali hakim sebagaimana dimaksud Pasal
1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005
Tentang Wali Hakim jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis
berpendapat wali nikah bernama WALI NIKAH, bukan orang yang berhak
menjadi wali dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon
Il yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2015 dilakukan oleh wali yang tidak
berhak, maka Majelis berpendapat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il yang
dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2015 tersebut tidak memenuhi syarat dan
rukun perkawinan menurut Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon

patut ditolak seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya;

2. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang

hingga kini dihitung sebesar Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08
Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1437 H. oleh
Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari Dra. Syamsiah,
MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Sultoni, MH dan Dra. Hj. Farchanah
Mugoddas, M.Hum sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh para hakim Anggota serta Drs. Muhammad Nuryadin, MSI sebagai
panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Ketua Majelis;

HIm. 9 dari 10 him. Penetapan No.0069/Pdt.P/2015/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Syamsiah, MH
Hakim Anggota | Hakim Anggota Il

Drs. Sultoni, MH Dra. Hj. Farchanah Mugoddas, M.Hum
Panitera Pengganti

Drs. Muhammad Nuryadin, MSI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran :Rp 30.000,-
2. BAPP :Rp 60.000,-
3. Panggilan : Rp 100.000,-
4. Redaksi :Rp 5.000,-
5. Meterai :Bp 6.000.-
Jumlah : Rp 201.000,-

(dua ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



{fx‘;f\?.:gj KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
“‘E—;ﬁ“’:{%ﬁ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Sl FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
<
Dlo Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614

http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

Nomor : B- /¥ /Un.02/DS.1/PG.00/01/ 2019 Rabu, 09 Januari 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Dr. H. Bambang Supriastoto, SH-MH.
J1n. Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta.

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan
Skripsi dengan judul :

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA”
Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami:

Nama : Ana Harpiah

NIM : 15340088

Program Studi : llmu Hukum

Semester : VIII (Delapan)

Alamat Asal : Ds. Sialang Kubang Kec Perhentian Raja Kab. Kampar, Riau.

Alamat di Yogyakarta : Sapen, GK1 No.608 RT.19 RW. 6 Gondokusuman.

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Pengadilan Agama Yogyakarta, guna mendapatkan
data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis [imiah (Skripsi).

Metode pengumpulan data: Wawancara, Dokumentasi, dan Bahan Pustaka
Adapun waktunya mulai tanggal: 11 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau’alaikum Wr. Wb.

Tanda tangan diberi tugas

Tembusan:
- Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

JI. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: http: /pa-yogyakarta.net
Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : W12.A1/ /Hm.0O0/111/2019

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama . ANA HARPIAH
NIM : 15340088
Fakultas . Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Jurusan : limu Hukum

Telah melaksanakan tugas riset / penelitian pada kantor kami dengan
mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun
skripsi dengan judul :

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN
PERKARA ISBAT NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan
maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Maret 2019

a.n K)Qtﬁ?‘ X
" Panitera

\/ -

¢ Drs. ARWAN ACHMAD.




PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JI. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 11 Januari 2019

Kepada Yth. :
Nomor :  074/364/Kesbangpol/2019 Walikota Yogyakarta
Perihal : Rekomendasi Penelitian Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakuiltas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-113/Un.02/DS.1/PG.00/01/2019

Tanggal : 9 Januari 2019

Perihal :  Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul proposal "PERTIMBANGN HAKIM DALAM
PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA”

kepada:

Nama :  ANA HARPIAH

NIM : 15340088

No.HP/Identitas :  082135829017/1401166406960003
ProdifJurusan : Hmu Hukum

Fakultas - Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Yogyakarta

Waktu Penelitian : 11 Januari 2019 s.d 31 Januari 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

% Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang beriaku di wilayah
riset/penelitian;

2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

3.  Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-
lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.

4.  Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan makium. D.
S 2R NEPALA

/ &/~ BADA ANGPOL DIY

3 NS R

%

N
) AGU RIYONO, SH
% 26 199203 1 004

i

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)

2. Dekan Fakuitas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



Nomor
Perihal

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J1. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 28 Januari 2019

Kepada Yth. :
074/959/Kesbangpol/’2019 ) Walikota Yogyakarta
Rekomendasi Penelitian Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta
di Yogyakarta
Memperhatikan surat :
Dari - Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor, :  B-113Un.02/DS.1/PG.00/01/2019
Tanggal + 9 Januari 2019
Perihal . Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan

- surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka

penyusunan skripsi dengan judul proposal »PERTIMBANGN HAKIM DALAM
PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA"
kepada:

Nama :  ANA HARPIAH

NIM : 15340088

No.HP/identitas . 082135829017/1401166406960003

Prodi/Jurusan -=:  limu Hukum

Fakuitas :  Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Yogyakarta

Waktu Penelitian - 31 Januari 2019 s.d 27 Maret 2019 (Perpanjangan I)

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkai.

. Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1 Menghormati dan mentaati peraturan dan tata terfib yang berlaku di wilayah ~
riset/penalitian; ’

2 Tidek dibenarkan melakukan riset/penelitian yang fidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/peneitian dimaksud,;

3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-
lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan. ' :

4.  Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 {tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
surat rekomendasi ini.

Rekomendasi liin Riset/Peneiitian ini dinyatakan tidak beriaku, apabila temyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas. 5

Demikian untuk menjadikan makium.
KEPALA

BADAN KESBANGPOL DIY

D

AGUNG SUPRIY H
NIP. 19601026 199203 1 004

1. Gubernur DIY (sebagai laporar) -
2. Dekan Fakultas Syar’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibz;wah ini:
Nama . P4 -H) KW BACOROH > UL T

PRGOS CAINE
Alamat - DORBABTRY U BERITC A
Hozel . fer .
Jabatan ff At v
Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna

menyusun skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian

Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta” oleh saudara:

Nama : Ana Harpiah
NIM : 15340088
Prodi : llmu Hukum

Instansi : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana

mestinya.
Pewancara, Pihak yang diwawancarai,




SURAT BUKTI WAWANCARA
Yang bertanda tangan dib':lwah ini:
Nama : DPA H]’ S/”ﬂ, BArGRDH > LT
Alamat

Jabatan HA/#-\W"I

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna
menyusun skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian

Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta” oleh saudara:

Nama : Ana Harpiah
NIM : 15340088
Prodi : Ilmu Hukum

Instansi : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana

mestinya.
Tanggal, 0L Jenuart 2019
Pewancara, Pihak yang diwawancarai,



CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Ana Harpiah

TTL : Kampar, 24 Juni 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Menikah

Kebangsaan : Indonesia

Nama Ayah : Salim

Nama Ibu : Carimi

Alamat Asal : Jin. Mangga No. 199 RT.004 RW.002,
Sialang Kubang, Kab. Kampar, Riau-
Pekanbaru.

Domisili : GK1 N0.608 RT.19 RW.06 Sapen

Email . Kaharfiahana@gmail.com

No. Hp : 082135829017

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Islam Mamba’ul Ulum (2002-2003)

2. SD Islam Terpadu Mamba’ul Ulum (2003-2009)

3. MTS. Miftahuddin (2009-2012)

4. MA Wahid Hasyim Yogyakarta (2012-2015)

5. Program Studi mu Hukum Konsentrasi Hukum Perdata Fakultas

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2015-2019).

Demikian curriculum vitae ini kami buat dengan sebenar-benarnya, semoga
dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 11 Mei 2019

Penyusun,

Ana Harpiah
15340088
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